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BABIV 

HASIL PENELITIAN 

A. GAMBARAN UMllM 

1. Gambaran llmum Kabupaten Kotawaringin Barat 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten yang 

terletak di Bagian Barat Propinsi Kalimantan Tengah, yang dibentuk 

berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara 

Tahtm 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) dengan 

Ibukota Pangkalan Bun. 

Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat setelah pemekaran 

wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahtm 2002 tentang 

Pemekaran Wilayah seluas 10.759 K.m2 atau sekitar 6,21 % dari luas 

wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, terletak antara 110°05'26" sampai 

112°50'36" Bujur Timur dan antara 1°19'35" sampai 3°36'59" Lintang 

Selatan dengan batas-batas sebagai berikut : 

;- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau 

,_ Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa 

}i> Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan 

-,. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara 

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km2 terdiri dari 6 

(enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kwnai, 

Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan 

Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Dua kecamatan 
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terakhir adalah basil pemekaran dari Kecamatan Kumai. Jumlah desa dan 

kelurahan pada akhir tahun 2013 adalah 94 dengan rincian 81 Desa dan 13 

Kelurahan. 

Adapun Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menumt 

Kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel4.1 

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan 

Luas(KM2
) 

Persentase Luas 
Kecamatan 

Terhadap Kabupaten 

l. Arut Selatan 2.400 2231 

2. Kumai 2.921 27,15 

3. Kotawaringin Lama 
i 

1.218 11,32 

i 
4. Arut Utara i 2.685 24,96 

5. Pangkalan Lada 229 3,08 

6. Pangkalan Banteng 1.306 10,21 

KOTAWARINGIN BARAT 10.759 100 

Sumher Data: Kobar dalam angka Tahun 2013 

Adapun wilayah administratif Kabupaten Kotawaringin Barat secara 

spesial dapat dilihat lebih jelas pada berikut : 
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Gambar4.1. 

Orientasi Kabupaten Kotawaringin Barat Terhadap 

Provinsi Kalimantan Tengah 

(Sumber: Naskah Akademik Revisi RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2009) 

---

---c--------J-• . ..._.. 
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Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum termasuk daerah 

beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 27,4 °C, suhu maksimum 

antara 31 ,7 - 33,2 °C, suhu minimum 21 ,6 - 23,4 °C, kelembaban nisbi 

berkisar antara 83 - 89 %dan curah hujan sebesar 2.963,4 mm dengan hari 

hujan 216 hari. 

Berdasarkan fisiografi wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 

digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu : dataran, daerah datar-berombak, 

daerah berombak-berbukit dan daerah berbukit - bukit, dengan ketinggian 

wilayah berada pada ketinggian 0 - lebih 400 m dpl. 

Berdasark:an hidrologinya Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 3 

daerah aliran stmgai (DAS), yaitu : DAS Kumai, DAS Larnandau dan 

DAS Arut, dengan perairan pantai dengan panjang garis pantai 100 Km. 

Dilihat dari jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin 

Barat dapat dibedakan menjadi enarn jenis yakni Podsolik merah kuning, 

Laterik, Regosol-Podsol, Latosol, Alluvial dan Organosol, dengan 

kelerengan tanah antara 0 - 40 %. Berdasarkan jenis tanah tersebut 

memiliki klasifikasi lahan bervariasi dengan tingkat kesuburan Klas IV 

sampai dengan Klas VII, yang mana lahan klas ini sangat cocok untuk 

tanaman keras dan perkebunan. 

Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten 

Kotawaringin Barat dalarn proses pertumbuhan sejalan dengan dinamika 

pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat per 

Desember tahun 2013 sebesar 319.836 jiwa dengan kepadatan penduduk 

sebesar 29,72 jiwa/Km2
. 
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Tabel4.2 

Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat 

Penduduk 
Kecamatan 

Laki-Laki I Perempuan Jumlah 

1. Arut Selatan 72.279 64.920 137.199 

2. K urn ai 32.171 29.153 61.324 

3. Kotawaringin Lama 13.753 11.738 25.491 

4. Arut Utara 9.544 7.160 16.714 

5. Pangkalan Lada 20.087 17.645 37.732 

6. Pangkalan Banteng 22.232 191.144 41.376 

JUMLAH 170.076 149.760 319.836 

Sumber : Laporan Data Kependudukan per Desember 2013 

2. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat dipimpin oleh seorang Bupati yaitu 

Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si dan Wakil Bupati BAMBANG 

PURW ANTO, S.ST, MH. Dalam menjalankan tugasnya, Bupati dibantu 

oleh perangkat pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 

Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Satuan Kerja, Kecamatan dan perangkat 

daerah lainnya. 

Untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada publik, 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan 

Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah 

(PP) 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan 
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dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17, 18, 19, 

20 dan 21 Tahun 2008. 

Pembentukan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

berdasarkan pada : 

1. Undang - undang Nomor 27 Tahtm 1959 tentang Penetapan 

Undang -undang Darurat Nomor 3 Tahtm 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara 

Repub1ik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Repub1ik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Indonesia Ta1um 1974 Nomor 55, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 

sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 

1999 tentang Pembahan Atas Undang - undang Nomor 8 Talum 1974 

Tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang - Undang Nomor 17 Talum 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara repub1ik Indonesia Tahtm 2003 Nomor 47, 

Tambal1an Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Talum 2004 tentang Perbendal1araan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Negara republik Indonesia Nomor 4355) ; 
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5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Penmdang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia talmn 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah beberapa kali diubal1 terakhir dengan Undang -

undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubal1an kedua atas Undang

Undang 32 Tatum 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Talmn 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahtm 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintal1 Daerah Propinsi, Pemerintal1 

Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambalmn Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pengaturan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 694); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan 

Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17, 18, 19, 20 

dan 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2008, Nomor 17, 18, 19, 20 dan 21, Tambahan Lembaran 

Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 3) ; 

14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 35 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 7 Tahun 2009 

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2012 Nomor 36). 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan 

Peraturan Daerah tersebut diatas memiliki 29 (dua puluh sembilan) Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana pemerintahan dan 
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pembangunan yang terdiri dari 2 Sekretariat, 7 Badan, 15 Dinas, 1 

Inspektorat dan 3 Kantor, sebagaimana tabel berikut : 

Tabel4.3. 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

No Sekretariat I Badan I Dinas I Satuan Kerja 
1 2 
1. Sekretariat Daerah 

1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
1.1) Bagian Administrasi Pemerintahan 
1.2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 
1.3) Bagian Organisasi 
1.4) Bagian Hukum 

2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan 
2.1) Bagian Administrasi Pembangunan 
2.2) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 
2.3) Bagian Hubungan Masyarakat 

3) Asisten Administrasi Umum 
3.1) Bagian Perlengkapan 
3.2) Bagian Keuangan 
3.3) Bagian Umum 
3.4) Bagian Santelda dan PDE 

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

3. Badan- Badan 
1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 
3) Badan Lingkungan Hidup 
4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
5) Badan Kepegawaian 
6) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
7) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat 
8) Satuan Polisi Pamong Praja 
9) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 
10) Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan 
11) Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan 

No Sekretariat I Badan I Dinas I Satuan Kerja 
1 2 
4. Dinas - Dinas 

1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 
2) Dinas Kesehatan 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 85 

16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
4) Dinas Sosial 
5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 
6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
7) Dinas Pekerjaan Umum 
8) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
9) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar 
10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
11) Dinas Pertanian dan Petemakan 
12) Dinas Kelautan dan Perikanan 
13) Dinas Perkebunan 
14) Dinas Kehutanan 
15) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. 

5. Rumab Sa kit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun 

6 Kecamatan ; 
a. Kecamatan Arut Selatan 
b. Kecamatan Kumai 
c. Kecamatan Kotawaringin Lama 
d. Kecamatan Arut Utara 
e. Kecamatan Pangkalan Banteng 
f Kecamatan Pangkalan Lada 

7 Kelurahan dan Desa ; 
a. Kelurahan sebanyak 13 buah 
b. De sa sebanyak 81 buah 

Sumber: Data Sekunder 

3. Kondisi Umum Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat 

a) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kotawaringin Barat 

berjumlah 4.972 orang, yang terdiri dari golongan I, II, III dan Golongan 

IV. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini : 
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Tabel4.4. 

Jumlab Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pangkat/ golongan ruang 

No Golongan Jumlah Persentase 

1 I 36 0,72% 

2 II 1.339 26,93% 

3 III 2.553 51 ,35% 

4 IV 1.044 21 ,00% 

TOTAL 4.972 100% 

Sumber: Data primer, diolab 

Dari table di atas terlihat babwa pegawai yang terbanyak adalab 

pegawai dengan golongan III yaitu sebanyak 2.553 orang (51 ,35%), yang 

kemudian disusul pegawai dengan golongan II yaitu sebanyak 1.339 

orang (26,93 %) dan kemudian golongan IV yaitu sebanyak 1.044 orang 

(21 ,00%) serta golongan I yaitu sebanyak 36 orang (0,72%). 

Pegawai dengan golongan III disamping memiliki jabatan fungsional 

juga ada yang memegang jabatan structural begitu juga halnya yang 

golongan IV. Pegawai-pegawai tersebut sebagian besar adalab tenaga 

pendidik (guru) dan tenaga kesehatan (dokter/ bidan/ perawat dll). 

Tenaga kesehatan dan tenaga pendidik kenaikan pangkat dapat diberikan 

dalam dua tahun apabila sudab memenuhi syarat dan angkat kreditnya 

sudah tercapai, hal ini berbeda dengan pegawai fungsional umum lainnya 

kenaikan pangkat secara regular diberikan dalam empat tahun sekali. 
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b) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Jabatan 

Jabatan di dalam Pegawai Negeri Sipil pada umumnya dibagi dalam 

dua bagian yaitu Jabatan Struktual dan Jabatan Fungsional. Jabatan 

Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 

memimpin suatu satuan keija organisasi. 

Yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukan, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai 

Negeri Sipil dalam suatu jabatan organisasi yang dalam pelaksanaan 

tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu 

bersifat mandiri, pejabat fungsional hakekatnya adalah seorang yang 

mempunyai hasil pelaksanaan tugas secara mandiri dan untuk kenaikan 

pangkat dengan menggunakan angka kredit. Untuk lebih jelasnya jumlah 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis jabatan dapat dilihat dari table di 

bawal1 ini. 

Tabel4.5. 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis jabatan 

No Jabatan Jumlah Persentase 

1 Pejabat Struktural 611 12,29% 

2 S taf/ Pelaksana 1.478 29,73% 

Fungsional tertentu 

3 • Guru 2.164 43,53% 

• Medis 599 12,05% 

4 Fungsionallainnya! Penyuluh 120 2,41% 

TOTAL 4.972 100% 

Sumber : Data pnmer, d10lah 
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Dari table di atas terlihat bahwa Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten 

Kotawaringin Barat yang terbanyak adalah pegawai negeri sipil 

fungsional guru yaitu sebanyak 2.164 orang (43 ,53 %), kemudian 

fungsional umum yang beke.tja pada SKPD yaitu sebanyak 1478 orang 

(29,73 %), tenaga medis sebanyak 599 orang (12,05 %), tenaga penyuluh 

sebanyak 120 orang (2,41 %) dan yang menduduki jabatan structural 

sebanyak 611 orang (12,29 %). 

c) Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Diklat struktural 

Pendidikan dan pelatihan struktural yang juga disebut dengan 

Diklatpim merupakan salah satu bagian diklat dalam jabatan, yang 

dilakukan dalam rangka pengembangan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat melaksanakan tugas 

pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. 

Diklat struktural juga dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan 

kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang telah atau yang akan menduduki 

jabatan struktural. Diklatpim sesuai PP Nomor 101 tahun 2000 tentang 

pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: 

Diklatpim IV untuk jabatan structural eselon IV, Diklatpim III untuk 

jabatan structural eselon III, Diklatpim II untuk jabatan structural eselon 

II dan Diklatpim I untuk jabatan structural eselon I. 

Diklatpim ini merupakan kewajiban untuk diikuti bagi Pegawai 

Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan structural di semua tingkatan 

eselon, apabila selama dua tahun tidak mengikuti diklat yang 
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dipersyaratkan dalam jabatan structural maka Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan akan diberikan sanksi bahkan ditarik jabatannya. Untuk 

lebih jelas jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Diklat 

structural dapat dilihat dalam table di bawah ini. 

Tabel4.6. 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Diklatpim 

No DIKLAT Jumlah Persentase 

SPAMEN/ SESPA/ SESPANAS/ 
1 27 4,55% 

DIKLAT PIM TK.II 

SEPADYA/ SPAMA/ DIKLAT PIM 
2 126 21 ,25% 

TK. Ill 

SEPALA/ ADUM/ DIKLAT PIM TK. 
3 432 72,85% 

IV 

4 SEPADA 8 1,35% 

TOTAL 593 100% 

Sumber : Data pnmer, diolah 

Dari table di atas dapat dik.etahui bahwa yang terbanyak diklatpim 

yang diikuti Pegawai Negeri Sipil adalah Diklatpim IV I Adum/ Spada 

yaitu diikuti sebanyak 432 orang (72,85 %), kemudian berikutnya 

Diklatpim III/ Spadyal Spama diikuti sebanyak 126 orang (21 ,25 %) dan 

kemudian Diklatpim III Spamen/ Sespa diikuti sebanyak 27 orang (4,55 

%), kemudian Sepada diikuti sebanyak 8 orang (1 ,35 %). 

Keadaan ini terkait dengan jabatan yang ada. Untuk Diklatpim IV 

dipersyaratkan untuk eselon IV, jabatan pada eselon IV adalah jabatan 

yang langsung melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya. 

Diklatpim III merupakan persyaratan untuk jabatan eselon III, jabatan 
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eselon III untuk di Dinas atau Badan merupakan middle manajer, seperti 

Sekretaris Badanf Dinas, Kepala Bagian di secretariat daerah atau di 

secretariat DPRD. Tetapi ada juga eselon III yang merupakan Top 

Manager seperti Camat dan Kepala Kantor. 

Diklatpim II merupakan persyaratan jabatan untuk jabatan eselon II 

seperti Kepala Dinas dan Kepala Badan. Untuk Diklatpim mekanismenya 

telah diatur sesuai ketentuan dan kebijakan daerah. 

d) Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis kelamin. 

Rekruitmen pegawai negeri di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak 

membedakan jenis kelamin pria dan wanita artinya persamaan gender 

menjadi perhatian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat. Agar lebihjelas dapat dilihat pada table di bawah ini. 

Tabel4.7. 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 2.590 52,09% 

2 Perempuan 2.382 47,91% 

TOTAL 4.972 100% 

Sumber: Data pruner, d10lah 

Dari table di atas jumlah pegawai perempuan dan laki-laki tidak 

menunjukkan perbedaan yang terlalu jauh. Dari jumlah Pegawai Negeri 

Sipil sebanyak 4.972, pegawai yang beijenis kelamin laki-laki beijumlah 

2.590 orang (52,09 %), sedangkan yang beijenis kelamin perempuan 

beijumlah 2.382 orang (47,91 %). 
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Keadaan ini menunjukkan bahwa wanita di Kabupaten Kotawaringin 

Barat juga san gat menentukan jalannya roda pemerintahan dan pelayanan 

masyarakat dijalur birokrasi disamping dilakukan oleh kaum laki-laki. 

e) Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan. 

Tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah 

daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bervariatif, mulai dari Sekolah 

Dasar sampai Perguruan Tinggi. Untuk Perguruan Tinggi sebagian besar 

Pegawai Negeri Sipil memiliki ijasah D-Ill sampai S-2. Untuk leih jelas 

dapat dilihat pada table di bawah ini. 

Tabel4.8. 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan 

No Go Iongan Jumlah Persentase 

1 SD - SLTA 1.343 27,01% 

2 Diploma I - Satjana Muda 1.693 34,05% 

3 Diploma IV - Strata 1 1.864 37,49% 

4 Strata 2 72 1,45% 

TOTAL 4.972 100% 

Sumber: Data pnmer, d10lah 

Dari table di atas terlihat bahwa pegawai yang berijasah SD hingga 

SLTA yaitu sebanyak 1.343 orang (27,01 %), Sedangkan Pegawai Negeri 

Sipil yang berijasah Diploma I hingga Satjana muda sebanyak 1.693 

orang (34,05 %) dan pegawai yang berijasah Diploma IV hingga Strata 1 

sebanyak 1.864 orang (37 ,49 %) sedangkan pegawai yang berijasah 

Strata 2 sebanyak 72 orang (1 ,45 %). 
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Dari table di atas pula terlihat babwa pegawai dengan ijasah Diploma 

IV bingga Strata 1 berjumlab paling banyak, artinya sumberdaya manusia 

di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat sudab cukup memadai 

dilibat dari tingkat pendidikannya, sehingga semestinya dalam 

pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat tentunya akan lebih 

baik. Ditambah lagi adanya pendidikan dan pelatiban bagi 

masing-masing pegawai yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

B. DATA FOKUS PENELITIAN 

Penulis akan membabas basil penelitian ini dibagi sesuai dengan lokasi 

penelitian dengan basil sebagai berikut : 

1. Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat 

a) Kedudukan 

Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur 

staf teknis berkedudukan dibawah Pemerintah Daerab Kabupaten 

Kotawaringin Barat berdasarkan : 

1. Peraturan Daerab Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga T eknis Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat dan, 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 

2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang 
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dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nom or 28 Tahun 2009. 

b) Visi dan Misi 

Visi Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 

"Menuju Pegawai Negeri Sipil Profe.\·ional". 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kepegawaian Kabupaten 

Kotawaringin Barat menetapkan misi, sebagai berikut : 

a. Peningkatan Kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui 

Pendidikan dan atau Pelatihan. 

b. Penataan dan pengembangan PNS berbasis kompetensi. 

c. Peningkatan pembinaan PNS melalui penegakan disiplin dan 

pelayanan administrasi kesejahteraan. 

c) lnfrastruktur 

Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas 

tanah sebesar 5561 M2 dengan beberapa infrastruktur, antara lain: 

1. Bangunan Gedung Kantor 1 buah 

2. Bangunan Gedung Pertemuan (aula) 1 buah 

3. Bangunan Musholla 1 buah 

4. Bangtman tempat parkir 2 buah 

5. Bangtman Tempat Wudhu+WC 1 buah 

6. Bangunan Gudang dan Arsip 1 buah 
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d) Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, 

Tugas Pokok, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwa 

tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian adalah sebagai berikut : 

1. Tugas Pokok Badan Kepegawaian : 

a. Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 

lembaga daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati Kotawaringin Barat. 

b. Membantu Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina 

Kepegawaian Daerah dalam seluruh tahapan proses manajemen 

Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu upaya meningkatkan 

efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme, 

penyelenggaraan tugas, fimgsi dan kewajiban pegawai, yang 

meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, 

penempatan, promosi, penggaJian, kesejahteraan dan 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

2. Fungsi Badan Kepegawaian : 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
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1. Penyiapan penyusilllan peraturan perundang-illldangan daerah 

di bidang Kepegawaian. 

2. Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian daerah. 

3. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian 

daerah. 

4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, 

pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

5. Pelayanan administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan 

pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan 

struktural atau fungsional. 

6. Penyiapan dan penetapan pensiilll Pegawai Negeri Sipil 

Daerah. 

7. Penyiapan dan penetapan gaJl, ttmjangan dan kesejahteraan 

Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

8. Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

9. Pengelolaan Sistem Infonnasi Kepegawaian Daerah. 

10. Penyampaian lnfonnasi Kepegawaian Daerah kepada Badan 

Kepegawaian Negara. 

e) Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Kabupaten Kobar terdiri dari : 

I. Kepala Badan 

2. Sekretaris, membawahi: 

a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; 

b. Sub Bagian Keuangan; dan 
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c. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program. 

3. Kepala Bidang Diklat, membawahi: 

a. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional; 

b. Sub Bidang Pengembangan Diklat. 

4. Kepala Bidang Mutasi dan Data, membawahi: 

a. Sub Bidang Mutasi; 

b. Sub Bidang Data dan Informasi. 

5. Kepala Bidang Pengembangan, membawahi : 

a. Sub Bidang Jabatan; 

b. Sub Bidang Formasi. 

6. Kepala Bidang Pembinaan Aparatur, membawahi: 

a. Sub Bidang Disiplin; 

b. Sub Bidang Kesejahteraan. 

C. FOKUS PENELITIAN PERTAMA 

1. Rincian Togas Pokok dan Fungsi pada Badan Kepegawaian yang 

Berhubungan dengan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pada 

PNS melalui Pendidikan dan Pdatihan 

Dalam rangka pelaksanaan tugas agar lebih efektif dan efisien di 

bidang manajemen kepegawaian maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati 

Kotawaringin Barat, dalam hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 

28 Tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sesuai peraturan tersebut dapat 

dijelaskan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pejabat di 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 97 

16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

lingkungan Badan Kepegawaian kabupaten Kotawaringin Barat adalah 

sebagai berikut : 

1) Kepala Badan Kepegawaian 

Kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, 

merencanakan serta menetapkan program kerja, tata keija dan 

mengembangkan semua kegiatan di bidang kepegawaian serta 

pendidikan dan pelatihan dan bertanggtmg jawab atas terlaksananya 

tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a) Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis bidang 

kepegawaian dan diklat; 

b) Penyiapan dan penyustman program peningkatan kualitas PNS 

antara lain melalui pendidikan dan pelatihan; 

c) Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pendidikan dan pelatihan 

structural, teknis administrasi/ substantive kemetrian dalam negeri, 

fungsional, kemasyarakatan dan teknis sektoral ; 

d) Penyustman Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan norma 

standard dan prosedur yang ditetapkan pemerintah, penyiapan dan 

pelaksanaan pengadaan, pengangkatan, pemindahan, 

pemberhentian serta kebijakan teknis pengembangan PNS ; 
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e) Penyelenggaraan adrninistrasi kepegawaian serta pengo laban 

system adrninistrasi kepegawaian daerah ; 

f) Penyiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian data dan 

inforrnasi kepegawaian daerah ; 

g) Penyiapan dan pelaksanaan pernbinaan disiplin dan peningkatan 

kesejahteraan PNS ; 

h) Pelaksanaan koordinasi dan birnbingan kelompok jabatan 

fungsional ; 

i) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan badan 

kepegawaian dan diklat ; 

j) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan h1gas dan 

fungsi badan kepegawaian dan diktat ; 

2) Sekretaris Badan Kepegawaian 

Sekretaris Badan Kepegawaian mempunym tug as 

mengkoordinasikan penyusunan progrmn, penyelenggaraan tugas-tugas 

bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrative meliputi : 

perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protocol, hurnas 

dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta 

perpustakaan, dokumentasi dan data pada sah1an ketja perangkat 

daeral1. 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud sekretaris badan kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
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a) Mengkoordinasikan penyustman rencana program, kegiatan, dan 

anggaran SKPD ; 

b) Mengatur pelaksanaan umsan urn urn, kepegawaian, dan 

perlengkapan SKPD ; 

c) Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD ; 

d) Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD; 

e) Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara 

terpadu; 

3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan 

Kepala sub bagian mnum, kepegawaian dan perlengkapan 

mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan mnum, administrasi 

perkantoran, kepegawaian, kehumasan, protocol dan perlengkapan. 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud kepala sub bagian urnmn, 

kepegawaian dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

a) Menyelenggarakan pelayanan mnum, tata usaha dan surat menyurat ; 

b) Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian, 

perlengkapan, perbekalan serta sarana dan prasarana ; 

c) Melaksanakan umsan kepegawaian ; 

d) Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan; 

e) Melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan ; 

f) Menyiapkan bahan Peraturan pemndang-undangan ; 
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4) Sub Bagian Keuangan 

Kepala sub bagian keuangan memptmyai tugas meyelenggarakan 

penyusunan rencana, pengelolaan dan pengendalian keuangan, 

melaksanakan penatausahaan dan pelaporan. 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala sub bagian keuangan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a) Menyusun kegiatan anggaran keuangan ; 

b) Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan ; 

c) Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan 

analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan 

verifikasi ; 

d) Melaksanakan akuntansi keuangan ; 

5) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program 

Kepala sub bagian perencanaan dan pengendalian program 

mempunyat tugas menyiapkan dan menghimptm data dalam 

pengelolaan program yang meliputi perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan. 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Sub Bagian 

perencanaan dan pengendalian program menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a) Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran; 

b) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistic ; 
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c) Melaksanakan pengolahan pelaporan pelaksanaan program dan 

kegiatan; 

6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

Kepala bidang pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas 

mempersiapkan bahan kebijaksanaan, pembinaan, koordinasi dan 

melaksanakan analisa telaah kediklatan, perumusan rencana program 

Pendidikan dan pelatihan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

Untuk melaksanakan tugas tugas tersebut Kepala bidang 

pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a) Penyiapan dan pelaksanaan penyusunan rencana program 

pendidikan dan pelatihan ; 

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

manajemen pemerintahan, penjenjangan dan teknis fungsional di 

lingkungan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat ; 

c) Melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan ; 

d) Menyusun rencana program kelja serta pola pendidikan dan 

pelatihan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan ; 

e) Menyusun dan pengembangan kurikulum, metode dan teknis serta 

standarisasi pendidikan dan pelatian ; 

f) Mengevaluasi basil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta 

menyustm laporan dan dokumentasi ; 

g) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan diklat ; 
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h) Menatur penyiapan bahan pembelajaran dan alat intruksi diklat; 

i) Menyusun pendataan dan penetapan kualifikasi pengajar siswa dan 

mengikuti perkembangan alumni ; 

j) Pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan ; 

k) Pelaksanaan dan pengelolaan diklat teknis dan fungsional; 

I) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pengembangan diktat ; 

m) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

7) Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan, teknis dan Fungsional 

Kepala sub bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis 

dan fungsional mempunyai tugas mempersiapkan bahan untuk rencana 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan 

pelatihan teknis serta pendidikan dan pelatihan fungsional PNS di 

lingktmgan Pemerinta Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Untuk melaksanakan h1gas tersebut Kepala sub bidang pendidikan 

dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

a) Penyiapan bahan dan rencana pelaksanaan program pendidikan dan 

pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional ; 

b) Mempersiapkan penyusunan bahan pembelajaran, alat banh1 diklat 

dan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis 

dan fungsional ; 
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c) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan serta pengelolaan administrasi pengajaranl pelatihan ; 

d) Mengkaji dan mengkoordinasi rencana pelaksaaan pendidikan dan 

pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional ; 

e) Menyusun dan membuat daftar PNS yang belum mengikuti 

pendidikan dan pelatihan kepernimpinan ; 

f) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat umum lingkup organiasasi 

masyarakat dan politik ; 

g) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas. 

8) Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 

Kepala sub bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan 

mempunyai tugas mempersiapkan bahan untuk rencana dan pelaksanaan 

pengembangan pendidikan dan pelatihan PNS di lingkungan Pemeintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat tennasuk pendataan dan pembinaan 

alumni. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala sub bidang 

pengembangan pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

a) Penyiapan rencana dan program serta analisa pengembangan 

pendidikan dan pelatihan ; 
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b) Menyiapkan pertimbangan PNS yang mengajukan permohonan tugas 

belajar dan ijin belajar ; 

c) Mempersiapkan data dan bahan rencana mengikuti seleksi serta 

penetapan PNS tugas belajar ; 

d) Mempersiapkan admintrasi dan persyaratan lain untuk PNS di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan 

melaksanakan kegiatan tugas belajar ; 

e) Mempersiapkan administrasi untuk pencairan dana bantuan PNS 

selama melaksanakan tugas belajar ; 

f) Pengelolaan data PNS yang mengikuti pendidikan melalui pemberian 

ijin belajar ; 

g) Membuat surat IJm belajar bagi PNS yang telah disetujui untuk 

mengikuti pengembangan pendidikan melalui ijin belajar ; 

h) Melakukan pendataan bagi PNS yang akan mengikuti UJlan 

penyesuaian ijazah ; 

i) Menyiapkan basil pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan 

dan pelatihan sebagai bahan evaluasi, laporan dan dokumentasi ; 

j) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas. 
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2. Bentuk-Bentuk Pengembangan Kapasitas Aparatur Pegawai Negeri 

Sipil 

A. Diklat Prajabatan 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, antara lain 

ditetapkan jenis-jenis Diklat PNS. Salah satu jenis Diklat adalah Diklat 

Prajabatan Golongan I dan II yang merupakan syarat pengangkatan 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi PNS Golongan I dan 

II. Diklat Prajabatan Golongan I dan II dilaksanakan untuk memberikan 

pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, 

kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang system 

penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya 

organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai 

pelayan masyarakat. 

TABEL4.10. 

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat 

Yang Telah Mengikuti Diklat Prajabatan 

2006 69 87 156 

2007 167 47 214 

2008 193 47 240 

2009 30 42 72 

2010 118 176 294 

2011 350 329 679 

2012 63 163 226 

JUMLAH 990 891 1.881 

Sumber: Badan Kepegawaian Kab. Ktw, Barat, diolah 
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Dari Tabel di atas pada tahun 2011 Calon Pegawai Negeri Sipil yang 

mengikuti prajabatan cukup banyak yaitu betjumlah 679, dan paling 

sedikit pada tahun 20009. Seperti dijelaskan oleh Kabid Diklat Badan 

Kepegawaian Kotawaringin Barat bahwa tahun prajabatan yang 

dilaksanakan pada tahun 2011 diakui cukup banyak karena penerimaan 

Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan tahun 2009 jumlahnya cukup 

banyak. Peserta yang mengikuti prajabatan sangat tergantung dari 

penerimaan Pegawai Negeri Sipil. 

GRAFIK4.1. 

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat 

Yang Telah Mengikuti Diklat Prajabatan 
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B. Diklatpim 

Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim 

dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan 

aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. 
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Pendidikan dan pelatihan ini merupakan salah satu syarat yang harus 

dipenuhi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan 

struktural disamping syarat lain yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pendidikan dan pelatihan ini bersifat selektif dan harus diikuti atas 

dasar penugasan. Oleh karenanya bukan merupakan fasilitas yang 

bersifat terbuka dan dapat diminta sebagai hak. Keikutsertaan dalam 

diktat tersebut menjadi salah satu persyaratan bagi pengangkatan dalam 

jabatan struktural tertentu. Karena jabatan pada dasarnya bukan 

merupakan sesuatu yang dapat diminta atau dituntut, melainkan 

merupakan penugasan, maka keikutsertaan dalam pendidikan dan 

pelatihan bukan pula hal yang dapat diminta atau dituntut. 

Peserta pendidikan dan pelatihan Jabatan Struktural ditetapkan dengan 

berpedoman pada ketentuan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil. 
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TABEL4.11. 

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat 

Yang Telah Mengikuti Diktat Kepemimpinan 

2006 2 16 0 

2007 5 20 40 

2008 2 5 40 

2009 0 5 40 

2010 0 6 40 

2011 0 11 80 

2012 6 8 40 

JUMLAH 15 71 280 

18 

65 

47 

45 

46 

91 

54 

366 

Sumber Data : Badan Kepegawaian Ktw Barat, dio1ah 

GRAFIK4.2. 

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Yang Telah 

Mengikuti Diktat Kepemimpinan 
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Dari Grafik diatas terlihat jelas beberapa tahun kegiatan Diklatpim II 

tidak di laksanakan, tetapi untuk Diklatpim Tk.III dan Diklatpim Tingkat 

IV selalu ada hal ini disamping jabatan struktural eselon II memang 

sedikit yaitu sebatas Kepala Dinas dan kepala badan juga Diklatpim II 

dilaksanakan di Daerah lain yang Badan Diklatnya sudah terakredetasi 

dan sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan Diklapim II seperti 

Badan Diklat Propinsi Jawa Timur dan Badan Diklat Jawa Tengah serta 

Pusat Diklat Pegawai Negeri Sipil yang ada di LAN Jakarta. 

Untuk Diklatpim tingkat IV dan Diklat pim Tingkat III, Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Badan Kepegawaian selalu 

mengadakan dan mengirim, karena kebutuhan untuk komptensi pejabat 

eselon III dan eselon IV cukup banyak. 

C. Togas Belajar 

Pengertian 

Tujuan 

Kebijakan 

Penugasan secara kedinasan oleh pejabat yang 

berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 

melanjutkan kejenjang pendidikan formal yang lebih 

tinggi 

Tugas Belajar diberikan dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan sumber daya aparatur yang menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk menunjang 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada suatu SKPD 

Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil 

didasarkan atas analisa kebutuhan dari setiap Satuan 

Kerja Perangkta Daerah (SKPD). 
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TABEL4.12. 

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat 

Yang Mengikuti Tugas Belajar 

2006 0 2 10 1 0 

2007 0 2 2 4 2 

2008 0 0 3 4 2 

2009 0 1 7 3 4 

2010 0 6 18 7 2 

2011 0 0 9 1 0 

2012 3 4 9 2 2 

JUMLAH 3 17 58 22 12 

Sumber Data : Badan Kepegawaian Ktw Barat, diolah 

13 

10 

9 

15 

33 

10 

20 

110 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang paling tinggi program 

tugas belajar yang mengikutserta kan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten 

adalah Tugas belajar untuk S-1/D-IV dan paling sedikit adalah D-1. 

Untuk spsialis sesuai wawancara penulis dengan Kabid Diklat hanya 

dikuti dari Dokter yang bertugas di RSUD Sultan Imanudin. 

Tugas Belajar merupakan bagian dari program peningkatan 

kompetensi Pegawai Negeri Sipildengan cara memberikan kesempatan 

kepada Pegawai Negeri Sipiluntuk mengkuti jenjang pendidikan lebih 

tinggi atau lebih khusus ( spsialis ). 

Biaya tugas belajar biasanya dianggarkan dalam APBD ataupun dari 

APBN. Khusus tenaga kesehatan seringkali biaya dialokasikan melalui 

APBN terutama untuk para dokter yang diberikan kesempatan untuk 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 112 

16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

menjadi dokter spsialis. Hal ini dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan dokter spsialis yang relatif masih kurang di daerah. 

Dari tahun ketahun jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berkesempatan 

untuk mengikuti Tugas belajar jumlahnya berbeda-beda, hal ini 

tergantung anggaran yang tersedia dan tentu juga mernpertimbangkan 

kebutuhan daerah. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini : 

GRAFIK4.3. 

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat 

Yang Mengikuti Tugas Belajar 
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Dari grafik diatas terlihat pada tahun 2010 dalam lima tahun terakhir 

tertinggi Pegawai Negeri Sipil yang di ikut sertakan dalam tugas belajar 

berjurnlah 33 orang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum atau 

sesudahnyamenurut Kabid Diklat Badan Kepegawaian Kotawaringin 

Barat pada tahun tersebut kebetulan anggaran Tugas Belajar rnemang 

relatif cukup tinggi. 
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D. Izin Belajar 

Pengertian : ljin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang 

berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang ingin 

meinginkatkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal 

yang lebih tinggi. 

Tujuan 

Kebijakan 

Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pegawai 

Negeri Sipil yang ingin meningkatkan kualiflkasi 

pendidikan ke jenjang pendidikan formal yang lebih 

tinggi. 

Pemberian Izin Belajar dapat diberikan secara selektif 

kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 

persyaratan, serta memenuhi beberapa ketentuan sebagai 

berikut : 

1. Ada keterkaitan antara pendidikan yang ditempuh 

dengan tugas pokok fungsi atau formasi pada SKPD ; 

2. Pendidikan dilaksanakan diluar jam kantor/kerja dan 

tidak menggangu pelaksanaan tugas pokok kedinasan; 

3. Status lembaga pendidikan yang dituju harus sudah 

mendapatkan ijin operasional dari Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Rl/terakreditasi ; dan 

4. Biaya pendidikan sepenuhnya dibiayai oleh Pegawai 

Negeri Sipil yang bersangkutan. 
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TABEL4.13. 

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin BaratYang 

Mengikuti lzin Belajar 

2006 0 21 0 21 

2007 0 114 0 114 

2008 0 6 0 6 

2009 0 20 0 20 

2010 0 21 0 21 

2011 80 247 33 360 

2012 34 83 17 134 

JUMLAH 114 512 50 676 

Sumber Data : Badan Kepegawaian Ktw Barat, Diolah 

Dari tabel diatas ternyata pada tahun 2011 Pegawai Negeri Sipil 

yang mengajukan Ijin Bela jar relatif lebih banyak dari tahun sebelum dan 

sesudah nya, menurut Kepala Bidang Diklat keadaan ini banyak 

dipengaruhi jumlah tenaga pendidik yang mengikuti Ijin belajar untuk 

memenuhi penyetaraan para guru. Lebih lanjut di jelaskan bahwa para 

guru tersebut mengikuti kuliah melaluijalur Universitas Terbuka. Hal ini 

tentu cukup beralasana karena para dapat mengikuti Kuliah tetapi juga 

dapat melaksanakan tugas seperti biasa. 

Sedangkan program yang paling banyak diikuti melalui ijin belajar 

adalah program Akta IV/S-1 , untuk S-2 banyak diikuti oleh pejabat 

struktural di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat. 
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Dengan adanya ijin belajar ini tentu memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan Kompetensi bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil 

dengan demikian tentu berdampak pada pada kinerja dan tingkat 

profesional Pegawai Negeri Sipil di kabupaten kotawaringin Barat dalam 

rangka melaksanakan tugas pokoknya. Ijin belajar dari tahun ke tahun 

jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti bervariasi untuk ini dapat di 

lihat pada grafik berikut ini : 

GRAFIK4.4. 

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Yang 

Mengikuti Izin Belajar 
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3. Kebijakan Pendidikan dan Pelatiban (Diklat) 

Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan dalam hal ini adalah kebijakan 

Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pengaturan 

pelaksanaan Pendidikan Pelatihan bagi Pegawai N egeri Sipil untuk 

meningkatkan kompetensi dan Profesional. Kebijakan atau tindakan yang 

diambil bersifat strategis yaitu berjangka panjang. Kebijakan terkait Diklat 
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Pegawai Negeri Sipil dapat berupa kebijakan pengaturan dan juga ada 

berupa kebijakan anggaran. 

a. Kebijakan Pengaturan 

Untuk jelasnya ada beberapa kebijakan yang mengatur tentang 

Pendidikan Dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil berikut ini : 

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahtm 1999 

2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 101 tahun 2000 
tentang pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil 

3) Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah; 

4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran 
Departemen Dalam Negeri dan Daerah; 

5) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 
193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan 
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 

6) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 
199/XIII/1 0/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 
dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II; 

7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 
540/XIII/1 0/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 
dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; 

8) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 
541/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 
dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; 

9) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 
2003 tentang Pedoman Pendidikan dan Pe1atihan Prajabatan 
Go1ongan I dan II; 

10) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 
2003 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 
Golongan Ill; 

11) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 
2003 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelatihan Teknis; 

12) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 
2003 tentang Pedoman Ummn Pembinaan Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; 

13) Peraturan kepa1a LAN nomor 11 tahun 2011 Tentang Standar biaya 
Ummn dan Pelatihan pegawai negeri sipi1 tahun 2011 

14) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahtm 
20 l 0 ten tang pedoman penyelenggaraan Diklat Prajabatan 
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15) Peraturan Kepala LAN RI Nomor 5 Tahllll 2007 tentang Perubahan 
atas Peraturan Kepala LAN RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 
Calon Pegawai Negeri Sipil yang Diangkat dari Tenaga Honorer. 

16) Peraturan Kepala LAN RI Nomor 4 Tahllll 2007 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan 
III. 

17) Peraturan Kepala LAN RI Nom or 18 T ahun 201 0 ten tang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 

18) SK Kepala LAN No. 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Dik1at PEGA W AI NEGERI SIPIL 

19) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 14 Tahun 
2011 Tentang Pedoman Penyusunan Po1a Penjenjangan Pendidikan 
Dan Pelatihan T eknis 

20) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 tahun 
2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan 
Pelatihan Kepemimpinan (Dik1atpim) Tingkat I, II, III dan IV. 

21) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahllil 
2010 Tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar 
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 

22) Keputusan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 115 Tahun 2002 
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan 
Sejenisnya Di Lingkllilgan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah 

23) Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 
800/191/SEKR.1/BKPP Tanggal 21 Mei 2012 Perihal Dukungan 
Kebijakan Bidang Kediklatan (Dukllilgan Anggaran dan SUMBER 
DAYAMANUSIA) 

24) Kesepakatan Rapat Koordinasi Bidang Kediklatan Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Se Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2012 Nomor; 800/250/SEKR.7BKPP) 

25) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 tahun 2009 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi 
Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kotawaringin Barat 

Kebijakan diatas baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Lembaga administrasi negara, Keputusan Gubernur, Surat Edaran dan 

juga sampai ke Peraturan Bupati merupakan landasan I pedoman 

(aturan) yang hams di patuh.i dalam penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil. 
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Dan sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Badan 

Kepegawaian Kab. Ktw. Barat tentang bagaimana kebijakan Diklat di 

Kab. Ktw Barat yang mengatakan bahwa : 

Jadi Pengembangan aparatur khususnya meningkatkan 
kapasitas aparatur ini secara mekanisme ataupun aturan 
bahwa PNS di Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah apa 
namanya sudah masuk didalam rencana kerja daripada 
Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu 
peningkatan SDM baik togas belajar atau izin belajar 
maupun diklat-diklat fungsional ataupun bimtek yang 
dilaksanakan oleh SKPD yang ada dilingkup Pemerintah 
Kabupaten Kotawaringin Barat ini, nab dengan sistem 
peningkatan kompetensi ini melalui diklat apakah itu togas 
belajar maupun bimtek maupun diklat-diklat lainnya dalam 
rangka meningkatkan kapasitas aparatur bagi Pegawai 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Keadaan ini tentu menjadi penting artinya apabila Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai Negeri Sipil merupakan hal yang penting dalam 

rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompentensi 

dan professional maka lembaga diklat perlu dibentuk teresendiri di luar 

Badan kepegawaiaan hal ini juga didukung dengan pemyataan anggota 

DPRD dan pejabat Pemda membidangi administrasi perlunya pemisahan 

antara ususan kepegawaian dan umsan diklat artinya diktat dibentuk 

lembaga tersendiri. 

Kebijakan atau Pengaturan Pendidikan dan Pelatihan sangat 

berpengaruh di dalam pelaksanaan diklat Pegawai Negeri Sipil sesuai PP 

101 talum 2000, ketika penitian ini di laksanakan aturan mengenai diklat 

Pegawai Negeri Sipil hanya sebatas mengatur masalah tugas belajar dan 

ijin belajar hal 1m memnggambarkan kebijakan pengaturan diklat 

Pegawai Negeri Sipil belum begitu mendapat perhatian, keadaan ini 
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dibuktikan dengan pemyataan anggota DPRD dan pejabat pemda yang 

membidangi administrasi bahwa terkait dengan dengan diklat Pegawai 

Negeri Sipil perlu ada pengaturan baik merubah aturan yang ada mauptm 

membuat pengaturan yang bam. 

b. Kebijakan Pengalokasian Anggaran 

Kebijakan anggaran merupakan alokasi biaya yang diperuntukkan 

untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di 

Kabupaten Barat dari hasil perumusan bersama antara eksekutif dan 

legeslatif ( DPRD ). Anggaran Diklat Pegawai Negeri Sipil masuk dalam 

DP A SKPD Badan Kepegawaian yang memang salah satu tugas pokoknya 

melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. 

Adapun kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan adalah 

Diklat Prajabatan dan Diklat dalam jabatan. 
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Tabel4.14. 

Data Anggaran dan Realisasi DPA Bidang Diktat pada Badan 

Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun Anggaran 2013 

Program peningkatan kapasitas 

dan pelatihan 
· calon PNS Daerah 297.054.400 

Pendidikan dan pelatihan struktural 
PNS Daerah 812.423 461.595 .200 

148.500.000,00 

dan pelatihan 
. PNS Daerah 213.471.324 

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Diklat Badan 

Kepergawaian Kab. Ktw. Barat bahwa : 

Berdasarkan analisa setiap tahun sebenarnya permohonan 
anggam itu untuk peningkatan kapasitas aparatur melalui 
kegiatan diktat anggaran yang telah disediakan untuk kita 
tentunya tidak pemah belum ya belum mencukupi sesuai 
kebutuhan yang kita ajukan karena ini terkait dengan 
anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
secara umum yang terbatas dimana di alokasikan untuk Badan 
Kepegawaian itu tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai 
dengan usulan-usulan kita, tapi dengan anggaran yang tersedia 
kita mencoba melaksanakan diklat-diklat sesuai dengan 
kemampuan kita. 

Hal ini juga di pertegas dengan pemyataan oleh Kepala Badan 

Kepegawaian yang meyatakan bahwa : 
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Kalau menurut DPA ataupun Dokumen Penggunaan 
Anggaran yang melaksanakan tugas diklat ataupun 
membidangi bidang diklat bahwa dari jumlah khususnya dari 
PNS yang ingin bersekolah ini masih sangat kita rasakan masih 
sangat kurang kalau kita bicara budget ataupun kebutuhan 
anggaran untuk program diklat ini karena mengingat tingkat 
strata daripada pendidikan PNS yang di Kabupaten 
Kotawaringin Barat ini banyak dilevel yang berpendidikan 
Diploma 3, kemudian S-1 dan juga sebagian kecilnya S-2 

Pengalokasian anggaran di bidang diklat Pegawai Negeri Sipil diakui 

Kabid Diklat Badan Pegawaian selama ini hanya usul dari Badan 

Kepagawaian jarang bahkan tidak pemah mendapat perhatian secara 

khusus baik dari pihak terkait maupun dari DPRD. 

Berdasarkan basil usulan anggaran untuk pengembangan diklat 
ataupun pagu anggaran diklat sebagaimana yang sering 
diusulkan oleh katakalah Leading sectornya Badan 
Kepegawaian yang membidangi bidang diklat kadang-kadang 
persoalan diklat inin juga khususnya Togas Belajar atupun yang 
izin belajar ini pagu anggarannya sangat terbatas, sangat 
terbatas sekali, sehingga kalau kita bicara ranah kebijakan 
ataupun antara pihak eksekutif dan pihak legislatif dalam 
rangka untuk rencana design strategis kita untuk 
mensekolahkan para pegawai ini masih dikatakan masih belum 
sangat maksimal. 

Kebijakan anggaran merupakan alokasi biaya yang diperuntukkan 

untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di 

Kabupaten Barat dari hasil perumusan bersama antara eksekutif dan 

legeslatif ( DPRD ). Anggaran Diklat Pegawai Negeri Sipil masuk dalam 

DPA SKPD Badan Kepegawaian yang memang salah satu tugas pokoknya 

melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil 
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A. Prajabatan 
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Sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan 

Golongan I dan II terdiri dari : 

a. Modul; 

b. Papan Tulis ; 

c. Flipchart ; 

d. Overhead Projector, LCD Projector ; 

e. Sound System ; 

f. TV dan Video; 

g. Kaset; 

h. Perekam; 

1. Jaringan Komputer dan Internet ; 

J. Teknologi Multimedia. 

Sedangkan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Diklat 

Prajabatan Golongan I dan II terdiri dari : 

a. Ruang kelas ; 

b. Ruang diskusi; 

c. Ruang seminar ; 

d. Ruang kantor ; 

e. Ruang kebugaran ; 

f. Ruang internet ; 

g. Laboratorium ; 

h. Perpustakaan ; 
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1. Asrama bagi peserta; 

J. Ruang makan ; 

k. Ruang ibadah ; 

1. Fasilitas olahragalrekreasi ; 

m. Unit kesehatan Dikat. 

B. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV menggunakan sarana : 

1. Papan tulis ; 

2. Flip chart; 

3. Overhead projector ; 

4. Sound system ; 

5. TV dan video ; 

6. Kaset, compact disc ; 

7. Perekam; 

8. Komputer/Laptop; 

9. LCD Projector; 

10. Jaringan Wireless fidelity (Wi-fi); 

11. Buku referensi ; 

12. Modul/Bahan Ajar ; 

13. Bank kasus ; 

14. Teknologi multimedia. 
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Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV menggunakan prasarana yang 

responsive gender. Prasarana yang diperlukan dalam Diklatpim meliputi: 

1. Aula; 

2. Ruang kelas ; 

3. Ruang diskusi ; 

4. Ruang seminar ; 

5. Ruang kantor ; 

6. Ruang kebugaran ; 

7. Ruang computer ; 

8. Ruang laboratorium; 

9. Asrama bagi peserta ; 

10. Wisma tenaga kediklatan; 

11. Perpustakaan ; 

12. Ruang makan ; 

13. Fasilitas olahraga ; 

14. Fasi1itas rekreasi; 

15. Unit kesehatan ; 

16. Tempat ibadah. 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan diklat, Badan 

Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fasilitas untuk 

melaksanakan diklat prajabatan Go1ongan II dan Diklatpim IV yan anatara 

lain: 

Ruang Klas untuk sarana be1ajar-mengajar/ aula ; 
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Untuk asrama bekerjasama dengan pihak hotel; 

Ruang terbuka hijau nout bounn/senan pagi/ latihan PBB; 

Ruang makanlmenza bagi peserta diklat ; 

Buku panduan belajar/modullengkap ; 

Penggunaan tekhnologi komunikasi ( LCD Proyektor/sound system ) 

Penggunaan tehnologi informasi ( fasilitas internet /Wifi ) ; 

Alat peraga I papan tulis ; 

Alat Tulis Kantor ( A TK) ; 

Alat out batmd ; 

Sarana Trasfortasi; 

Perelengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses diktat. 

Menumt informasi Kepala Bidang Diktat bahwa sarana parasarana yang 

ada hanya untuk pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan II dan Diklatpim 

IV secara pelatihan teklmis yang pelaksanaan wakttmya tidak lebih dari tiga 

hari, karena ketersediaan sarana yang ada di Badan Kepegawaian dalam hal 

ini menjadi tanggung Bidang Diklat relatif masih kurang memadai, oleh 

karenanya kegiatan diklatpim IV di laksanakan di Hotel yang ada di tempat. 

Lebih lanjut diakui oleh anggota Komisi A memang sehamsnya sarana dan 

prasarana untuk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil sebaiknya 

di tingkatkan. 
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Ket : Foto pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan I dan II 
dilaksanakan di Aula Kantor Badan Kepegawaian Kabupaten 
Kotawaringin Barat 

Prajabatan Golongan I 
dilaksanakan di Aula Kantor Badan Kepegawaian Kabupaten 
Kotawaringin Barat 
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Ket : Foto Pemberian Materi Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dilaksanakan 
di Aula Kantor Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat, 
namun Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IT dilaksanakan oleh 
Propinsi Kalimantan Tengah. 

Ket : Foto Pelaksanaan Materi Outbound Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 
dilaksanakan di Aula Kantor Badan Kepegawaian Kabupaten 
Kotawaringin Barat, namun Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan II 
dilaksanakan oleh Propinsi Kalimantan Tengah. 
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A. Prajabatan 
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Materi yang diberikan untuk setiap jenis diklat disesuiakan dengan 

standar kompetensi yang diperlukan dan berpedoman pada kurikulum 

yang ditetapkan oleh lembaga Pembina Diklat. Sesuai informasi dari 

Kabid Diklat, Sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan bagi 

PNS Golongan I dan II, maka kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I 

dan II disusun sebagai berikut : 
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TABEL4.15. 

Mata Diklat kurikulum Diklat Prajabatan Golongan I dan II 

1. Dinamika Kelompok 

2. Pola Pikir (Mind Setting) Pegawai Negeri Sipil 

3. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRl 

4. Kepemerintahan Yang Baik 

5. Manajemen Kepegawaian Negara 

6. Etika Organisasi Pemerintah 

7. Pelayanan Prima 

8. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah 

9. Percepatan Pemberantasan Korupsi 

10. Manajemen Perkantoran Modem 

11 . Manajemen Kerjasama Tim (Team Building) 

12. Komunikasi Yang Efektif 

13. Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka NKRl 

14. Program Ko Kurikuler 

a. Latihan kesegaran jasmani dalam bentuk senam 

kesegaran jasmani, permaman, olahraga, 

lari/jo gging 

b. Baris berbaris 

c. Tata Upacara Sipil 

d. Pengarahan Program 

e. Ceramah Umum!Muatan Teknis Subs-tantif 

Lembaga 

f. Ceramah tentang Kesehatan Mental 

Keterangan : 1 sesi = 3 jampel ( 1 jampel = 45 menit ) 

2 

8 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

6 

24 

4 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3 

6 

3 
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Untuk jelas materi Pendidikan dan Pelatihan khususnya yang 

dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringn Barat dapat dilihat berikut ini : 

a. Foto Modul Prajabatan 

1 
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B. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 

Materi yang disampaikan yaitu : Isu Aktual sesuai tema, Pola ketja 

terpadu, Penulisan KKP, KKK, KKA, Kecerdasan Emosional, 

Pengenalan dan Pengukuran potensi diri, Kepemimpinan di alam terbuka, 

Etika Kepemimpinan aparatur, Dasar-dasar Kepemerintahan yang baik, 

otonomi dan Pembangunan Daerah, Pengelolaan informasi dan tebknik 

Pelaporan, Kebijakan dan Program pembangunan nasional, 

Operasionalisasi Pelayanan Prima, Sistem Adminitrasi Negara Republik: 
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Indonesia, Koordinasi dan hubungan ke.Ija serta hal lain (tambahan dari 

Penyelenggara ). 

Foto Modul Diklatpim IV 
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6. Lokasi Pendidikan dan Pelatihan 

Adapun lokasi Penyelenggaraan Diktat menyesuaikan dengan jenis 

Diktat. Yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin yang telah 

direkomendasikan oleh LAN dan BKPP Propinsi adalah diktat prajabatan 

Golongan II dan Diktat pim Tingkat IV. Untuk Diktat dilar itu sesuai 

informasi dari kepala bidang Diktat ktw barat di lakukan di tempat lain 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 137 

16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

seperti : diklat Prajabatan golongan Ill di BKPP di palangka raya, 

Diklatpim III di BKPP di palangkaraya atau 

Di Badan Diklat lain yang mememenuhi syarat (terakreditasi), 

diklatpim II dilaksanakan di BKPP terakreditasi atau di LAN, diklat teknis 

di bandiklat terakredetasi, dan diklat teknis di Bandiklat terakreditasi. 

7. Hasil Yang di Capai Dalam Diklat Prajabatan Golongan I dan II dan 

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 

Kepada peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II yang telah 

menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan 

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP) sedangkan bagi 

Peserta yang tidak lulus akan diberikan kesempatan untuk mengikuti 

kembali Diklat Prajabatan Golongan I dan II untuk tahun berikutnya dan 

apabila Calon Pegawai Negeri Sipil selama 2 (dua) tahlm berturut-turut 

tidak lulus atau tidak mengikuti prajabatan maka Calon Pegawai Negeri 

Sipil yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dengan kata lain 

diberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. 

Berikut tanda bukti Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 

(STTPP) yang diberikan bagi peserta Diklat Prajabatan Golongan I dan II 

yang lulus : 
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Ket : Tanda bukti Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 
(STTPP) yang diberikan bagi peserta Diklat Prajabatan 
Golongan I dan II 

Sedangkan kepada peserta Diklatpim Tingkat IV yang telah 

menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan 

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) sedangkan bagi 

Peserta yang tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti 

Diklatpim Tingkat IV. 

Berikut tanda bukti Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 

(STTPP) yang diberikan bagi peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 

yang lulus : 
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Ket : Tanda bukti Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 
(STTPP) yang diberikan bagi peserta Diklat 
Kepemimpinan Tingkat IV yang lulus 

Contoh pemberian Surat Keputusan Tugas belajar bagi Pegawai 

negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar : 

............ 
• : ==:rs::sn===-~~.,:.:.-:...T 

_.,.II ..... AW ...... !MaAT 

I Ne•e .... ---, ...... 
=-~ -------
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Contoh pemberian Surat Keputusan Tugas belajar bagi Pegawai 

negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar beserta Surat Petjanjian 

Tugas Belajar : 

lllNT"N•eg+N 7PQ+t W f 't' 
.._ ........ 411LA. 

......... =.=.~-~!If'-..... ...,..., . ne- 0. 

• ..... -. .. t.li&lt.IM........._.. ..... .... ......... .....&---. .... 
=.-=-r:-*--................. ---..-. .......... ~ .a...... .....~ .... :r,........ .. :.::-:. 

.:-:-••••• ~ ._ ........... CU"o. ......... =............._ _____ _ 
~:--...==:=:::...='.:.:... :-.::. ..... = 7±4:::."=" - ----·--.... ...._.. .... .==.-:!"' ................... _ 
~~.-r ....... -~~ .................... r.._.. ....... •.... . 

, __ ,_ 

Contoh pemberian Surat Keputusan Izin belajar bagi Pegawai Negeri 

Sipil yang melaksanakan Izin Belajar : 
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Contoh pemberian Surat Keputusan Perpanjangan Izin belajar bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Izin Belajar yang hams dilakukan 

setiap Tahun Ajaran : 

D. WAW ANCARA PENULIS DENGAN NARA SUMBER. 

WAW ANCARA PENULIS DENGAN PEGA WAI NEGERI SIPIL 

(BENDAHARA PENGELUARAN BAGIAN KEUANGAN) SEKRETARIAT 

DAERAH KABUPATEN KOTAW ARINGIN BARA T 

Penulis 

PNS 
Penulis 

PNS 
Penulis 

PNS 
Penulis 

PNS 
Penulis 

Assalamualaikum Wr. Wb. Permisi pak, kalo bapak ada waktu saya 
ingin melakukan wawancara terkait penelitian dan penyusunan tesis 
saya pak. 
Waalaikumsalam Wr. Wb. 
Permisi pak, kalo bapak ada waktu saya ingin melakukan 
wawancara terkait penelitian dan penyusunan tesis saya pak. 
Oo iya silahkan 
Adaptm Judul tesis saya pak pengembangan Kapasitas aparatur PNS 
dalam meningkatkan PNS .. . oh maaf pak pengembangan Kapasitas 
aparatur PNS di Kabupaten Kotawaringin Barat 
Iya 
Bapak pemah mengikuti diklat-diklat terkait dengan upaya 
pengembangan kapasitas aparatur PNS. 
Oh iya pernah 
Kira-kira diklat apa saja itu pak? 
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Diklat Perbendaharan dan Penatausahaan keuangan 
Berapa lama itu pak? 
10 hari 
10 hari, Apa hasil yang telah bapak dapatkan dalam mengikuti diklat 
pengembangan kapasitas aparatur PNS tersebut? 
Menambah dan meningkatlah wawasan tentang keuangan 
penatausahaan keuangan ata perbendahaaran keuangan 
Dalam penerapannya di tugas dinas keseharian bapak dilingktmgan 
kantor bapak, bagaimana? 
Ya selama ini berjalan dengan ketentuan yang berlaku 
Menurut bapak bagaimana pengembangan kapasitas aparatur PNS 
yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 
kotawaringin Barat? 
Sejauh ini cukup baiklah 
Baik bagaimana pak? 
Baik dalam arti masih berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku 
Langkah-langkah kongkrit apa saja yang perlu dilakukan oleh 
pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat dalam pengembangan 
kapasitas aparatur PNS yang sudah ada supaya menjadi lebih baik 
lagi? 
Kalo bisa sih lebih ditingkatkan lagi lah kualitas SDM nya terutama 
Sumber daya aparatur PNS dengan cara misalkan dengan 
dikutsertakan dalam kegitana bimtek pelatihan dan sebagainya yang 
berkaitan dengan Tupoksi masing-masing aparatur itu sendiri 
Ooo ... perlu tidak diklat-diklat tersebut bagi pengembangan kapasitas 
aparatur PNS? 
Y a Sangat perlu 
Apa saja harapan Bapak dengan dilaksanakannya pengembangan 
kapasitas aparatur pns tersebut pak? 
Harapannnya sih agar menjadi aparatur PNS yang lebih 
berkompeten dalam menjalan tgas sehingga dapat bersaing dengan 
PNS yang lain 
Jadi sudah maksimal belum pak diklat-diklat yang ada di Kabupaten 
kotawaringin Barat dalam pengembangan kapasitas aparatur PNS? 
Belum, belum maksimal 
terima kasih pak, kiranya cukup sampai disini dulu pak, mungkin 
kalau ada yang perlu saya lengkapi terkait bahan untuk penelitian 
dan penyusunan tesis saya sudi kiranya bapak berkenan untuk 
meluangkan waktunya lagi pak. 
Iya sama-sama 
Terima kasih pak, Assalamualaikum Wr. Wb. Pak, permisi .... 
Waalaikumsalam Wr. Wb 
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WA W ANCARA PENULIS DENGAN KEPALA BIDANG PENDIDIKAN 
DAN PELA TlliAN (Drs. NUJULUDIN) P ADA BAD AN KEPEGAW AlAN 

Penulis 
Kabid Diklat 
Penulis 

Kabid Diklat 
Penulis 
Kabid Diklat 
Penulis 

KABUPATEN KOTAW ARINGIN BARAT 
Assalamualaikum Wr. Wb pak 
Waalaikumsalam Wr. Wb. 
Permisi maaf mengganggu bapak sebentar, mohon waktu pak 
untuk melakukan wawancara terkait penelitian dan penyusunan 
tesis saya pak, sebelumnya saya ingin menyampaikan proposal 
penelitian dan surat-surat saya pak. 
Oke 
Bisa Minta waktunya sebentar lah pak? 
Bisa, boleh silahkan 
Makasih pak, Ini penelitian saya berjudul Pegembangan 
Kapasitas Aparatur Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten 
Kotawaringin Barat, adapun tujuan dari tesis ini lebih kepada 
melalui diklatnya pak, diklat PNS itu. 
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Oke, bidang diklatnya ya 
Jadi menurut bapak, Bagaimana dengan pengembangan 
kapasitas aparatur dilingkungan PNS kabupaten Kotawaringin 
Barat khususnya melalui Diklat pak? 
Oke, untuk bidang diklat seperti yang kita ketahui ada beberapa 
kewajiban, artinya diklat wajib yang harus kita laksanakan, 
yaitu yang pertama diklat Prajabatan Golongan II dan golongan 
I dan golongan III dan kemudian Diklat pimpinan, yaitu 
Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim 
Tingkat II, ini adalah tugas wajib bidang diklat yang harus kita 
laksanakan, walaupun sebenamya ini tidak terkait langsung 
dengan pengembangan smnber daya manusia secara mnum ya, 
tapi ini adalah diklat wajib yang harus kita laksanakan sesuai 
dengan program kita setiap dengan tahun anggaran, tmtuk 
khusus ya peningkatan kapasitas smnber daya aparatur 
sebenamya disamping diklat-diklat yang sudah kita 
programkan ini ada diklat -diklat lain yang harus kita 
laksanakan, yaitu diklat tekhnis dan diklat fungsional, diklat 
tekhnis dan diklat fungsional ini biasanya atau diprogramkan 
oleh dinas masing-masing unit kerja masing-masing karena 
yang mengetahui kebutuhan akan diklat tekhnis dan diklat 
fungsional ini adalah unit kerja masing-masing, demikian. 
Terima kasih pak, kira Langkah-langkah apa saja yang telah 
dilakukan oleh Bidang bapak dalam meningkatkan 
pengembangan kapasitas aparatur PNS pak? 
Y a terima kasih, langkah-langkah yang telah kita lakukan 
khususnya peningkatan kapasitas aparatur PNS dilingkungan 
kabupaten Kotawaringin Barat pertama program kemudian 
anggaran, khusus untuk program itu seperti yang kita 
sampaikan tadi adalah program memang program wajib 
berdasarkan analisa kebutuhan kita, kemudian anggaran setiap 
tahun kita ajukan tentunya berdasarkan kepentingan atau 
kebutuhan diklat kita di Kabupaten Kotawaringin Barat, 
demikian. 
Terkait dengan anggaran pak, apakah dengan anggaran yang 
dianggarkan selama ini sudah cukup memadai dalam 
pengembangan kapasitas aparatur khususnya diklat. 
Berdasarkan analisa setiap tahun sebenamya permohonan 
anggarn itu untuk peningkatan kapasitas aparatur melalui 
kegiatan diklat anggaran yang telah disediakan untuk kita 
tentunya tidak pemah belmn ya belum mencukupi sesuai 
kebutuhan yang kita ajukan karena ini terkait dengan anggaran 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara 
umum yang terbatas dimana di alokasikan untuk Badan 
Kepegawaian itu tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh 
Pemerintah Daeral1 Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai 
dengan usulan-usulan kita, tapi dengan anggaran yang tersedia 
kita mencoba melaksanakan diklat-diklat sesuai dengan 
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kemampuan kita, demikian. 
Kira-kira pak, kondisi diklat yang ada sekarang ini, ini kan 
banyak pak PNS-PNS yang mau mengikuti dikJat dan berminat 
untuk mengikuti pengembangan kapasitas aparatut itu, kira
kira apakah perlu dibentuk suatu badan atau dinas yang khusus 
mengeJola dikJat ini pak atau cuma cuJmp dikeJoJa suatu 
bidang tertentu yang khususnya yang ada di Badan 
kepegawaian ini? 
Untuk selain ini saya kira untuk penyeJanggara diklat apakah 
itu dikJat struktural atau diklat prajabatan atau diklat teklmis 
dan fi.mgsionaJ untuk saat ini sesuai dengan Tugas Pokok dan 
Fungsinya saya kira bisa ditangani oleh bidang diklat yang 
berada dibawah Badan Kepegawaian Kabupaten. 
Jadi cukup bisa bidang diklat itu pak ya? 
Saya kira cukup ditangani bidang diklat 
Ada prosedur atau ketentuan mekanisme dalam mengikuti 
diklat tersebut itu pak? 
Untuk setiap tingkatan diklat apakah diklat struktural atau 
diklat prajabatan atau diklat teklmis dan fi.mgsional tentunya 
ada prosedur ada ketentuan yang harus diikuti oJeh seluruh 
PNS yang ada di Kabupaten kotawaringin Barat terutama 
dalam hal pengusulan keikutsertaan masing-masing yang 
bersangkutan untuk mengikuti diklat untuk mengikuti semua 
jenjang ataujenis diklat itu ada prosedur yang harus diikuti. 
Untuk diklat wajib itu pak khususnya prajabatan dan diklatpim 
itu pak mekanismenya apa aja pak? 
Secara umwn memang banyak ya, untuk diklat prajabatan itu 
caJon peserta memang adalah CPNS yang bam diangkat yang 
belwn mengikuti diklat prajabatan itu adah CPNS yang baru 
diangkat untuk persyaratan penghapusan sebagai CPNS 
menjadi Pegawai Negeri SipiJ itu diklat prajabatan ya baik itu 
golongan I, golongan II dan golongan III, adapun untuk diklat 
pimpinan itu calon peserta pertama dia harus kalo belum 
menduduki eselon tertentu ......... ya itu untuk diklat struktural 
itu ada diklatpim IV .... 
Oh dikJatpim dulu pak 
Y a itu diklat struktural namanya .......... diklat struktural itu ada 
Diklatpim, Diklatpim IV, Diklatpim III dan Diklatpim II, nab 
untuk caJon peserta masing-masing diklat ini kita ajukan ada 2 
jaJur, yang pertama apabiJa masing-masing yang bersangkutan 
ini telah menduduki jabatan eselon tertentu tapi belum 
mengikuti dan lulus diklatpim tertentu, itu jalur pertama, 
kemudian jalur kedua calon peserta diklatpim semua tingkatan 
ini apabila semua pejabat eselon yang telah menduduki jabatan 
telah lulus diklatpim IV maka calon peserta berikutnya kita 
ambil dari PNS yang telah lulus seleksi diklatpim untuk tingkat 
tertentu, ya ada lagi? 
Terima kasih pak, kira-kira apa yang menjadi Tugas pokok 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 146 

16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Kabid Diklat 

Penulis 
Kabid Diklat 

Penulis 

Kabid Diklat 

Penulis 

Kabid Diklat 
Penulis 

Kabid Diklat 

Penulis 

Kabid Diklat 

Penulis 

Kabid Diklat 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Tupoksi dan berapa swnber daya aparatur dibidang diklat yang 
ada saat ini pak? 
Oke terima kasih, khusus yang pertama ya, khusus kita lebih 
dulu ke swnber dayanya dibidang diklat badan Kepegawaian 
jwnlahnya ada 7 orang, 2 orang pejabat eselon II eh maaf 1 
orang pejabat eselon III dan 2 orang pejabat eselon IV 
Kalau tupoksinya pak? 
Tugas pokoknya menyelenggarakan kegiatan diklat baik diklat 
struktural, diklat prajabatan, diklat tekhnis dan fungsional 
dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur. 
Apakah dengan jumlah sumber daya aparatur yang ada ini, 
sudah dapatkah mengakomodir pengembangan kapasitas 
aparatur melalui diklat ini pak 
Untuk sementara berdasarkan analisa kami untuk bahwa 
melaksanakan kegiatan diklat dibidang diklat badan 
Kepegawain Kabupaten kotawaringin Barat sudah cukup 
memadai sesuai dengan beban kerja ... apalagi? apalagi yang 
perlu ditanyakan? 
Dengan kondisi sekarang ini pak, pengembangan kapasitas 
aparatur yang ada di Kabupaten kotawaringin Barat sudah 
maksimal atau belum pak untuk pengembangan kapasitas 
aparatur? 
Sudah maksimalnya dalam hal apa ini pak? 
Artinya pengembangan kapasitas melalui diklat itu sudah 
cukup memadai sudah maksimal atau bagaimana pak? 
Belum ya, tapi khusus untuk diklat-diklat wajib tadi diklat 
struktural dan diklat prajabatan bukan hal maksimal atau belwn 
maksimal tapi itu berdasarkan kebutuhan dan kesiapan calon 
peserta juga anggaran namun terkait dengan pendidikan dan 
latihan tekhnis fungsional untuk dinas-dinas terkait harus terns 
ditingkatkan. 
Apa saja peluang atau harapan dengan dilaksanakannya 
pengembangan kapasitas aparatur pns itu pak? 
Maksudnya apabila pegawai negeri sipil sudah meningkat gitu 
ya kapasitasnya? 
Harapan bapak dengan pengembangan kapasitas aparatur ini 
bagaimana? 
Tentunya beban kerja mereka menjadi lebih bagus cara ketja 
mereka seharusnya dengan peningkatan sumber daya manusia 
swnber daya aparatur di lingkungan Pemerintah kotawaringin 
Barat melalui pelaksanaan-pelaksanaan diklat tadi ya karena ini 
berkaitan dengan diklat, diharapkan PNS-PNS yang telah 
mengikuti diklat ini dapat bekerja dengan lebih baik sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan bidang tugas 
mereka masing-masing, itu pemahaman saya atas pertanyaan 
saudara ya berarti pertanyaan ini maksudnya mungkin seperti 
ini apabila seseorang atau aparatur dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten kotawaringin Barat ini sudah mengikuti diklat 
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tertentu harapan kami disini atas perkembangan kapasitasnya 
seperti apa 
Betul pak, harapan bapak 
Secara mnum seperti itu ya 
terima kasih pak, kiranya cukup sampai disini dulu, mungkin 
kalau ada yang perlu saya lengkapi mohon kiranya bapak 
berkenan untuk meluangkan waktunya lagi pak. 
Terima kasih sama-sama 
Terima kasih pak, Assalamualaikum Wr. Wb. Pak, permisi .. .. 
Waalaikumsalam Wr., Wb 
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W A W ANCARA PENULIS DENGAN PEGA W AI NEGERI SIPIL 

(KASUBAG PERA TURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAG IAN 

HUKUM) SEKRETARIA T DAERAH 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

Penulis 
PNS 
Penulis 

PNS 
Penulis 

PNS 

Penulis 
PNS 

Penulis 
PNS 

Penulis 

PNS 

Penulis 

PNS 

Penulis 

Assalamualaikum Wr. Wb. 
WaalaiklllTlsalam Wr. Wb 
Pennisi pak, kalo bapak ada waktu saya ingin melakukan 
wawancara terkait penelitian dan penyusunan tesis saya yang 
berjudul Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS di Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 
Ya Silahkan 
Begini pak, Bapak pemah mengikuti diklat terkait dengan upaya 
pengembangan kapasitas aparatur PNS. 
Ya, saya pemah mengikuti diklat tapi yang bersifat wajib, yang 
pertama Diklat Prajabatan untuk persyaratan diangkat menjadi PNS, 
yang kedua diklat kepemimpinan tingkat IV terkait dengan saya 
dilantik menjadi pejabat stmktural Eselon IV a selain itu tidak ada 
lagi diklat yang saya ikuti 
Berapa lama diklat itu pak yang bapak ikuti? 
Diktat Prajabatan 3 minggu kurang lebih, diklatpim IV kurang lebih 
selama 1 'li bulan 
l Yz bulan, yang bapak dapatkan dari diklat itu kira-kira apa pak? 
Saya mendapatkan tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan 
tugas-tugas saya kalo prajabatan itu sebagai PNS kalo Diklatpim itu 
sebagai pejabat struktural selain itu bertambah ketrampilan saya 
karena disitu saya dilatih bagaimana kita membuat naskah-naskah 
ataupun dokumen yang harus dibuat oleh seorang PNS maupun 
pejabat struktural 
Dalam penerapannya di tugas keseharian bapak dilingkungan kantor 
bapak, bagaimana? 
Sangat membantu sekali karena itu memberikan suatu kemudahan 
kita untuk memahamai apa yang menjadi uraian tugas kita yang 
telah diberikan oleh kepala SKPD kita ataupun amar dari peraturan 
kita 
Menurut bapak bagaimana pengembangan kapasitas aparatur PNS 
yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 
kotawaringin Barat? 
Saya kira kurang maksimal terbukti dari diklat-diklat yang 
ditawarkan oleh Pemerintah daerah khususnya di kab. Ktw. Barat 
sangat sedikit sekali dalam hal ini saya selaku pribadi tidak 
mendapatkan bagian didalamnya untuk mengikuti diklat-diklat yang 
tmtuk pengembangan kapasitas saya selaku PNS baik untuk 
kegiatan-kegiatan tertentu maupun bersifat umurn. 
Oke, kira-kira langkah kongkrit apa saja yang perlu dilakukan oleh 
Pemda Kabupaten kotawaringin Barat dalam pengembangan 
kapasitas aparatur pak supaya menjadi lebih baik lagi? 
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Yang pertama Pemda ini harus menyediakan anggaran yang cukup 
besar untuk keperluan pengadaan diklat baik itu dikabupaten 
maupun untuk membiayai PNS untuk diikutkan diklat diluar daerah, 
yang kedua membuka kesempatan kepada PNS secara luas agar 
PNS dapat mengikuti diklat sebanyak-banyaknya kemudan idealnya 
itu PNS itu dapat mengikuti diklat itu dalam 1 tahun minimal 4 kali 
karena kita itu dituntut dengan adanya perkembangan infonnasi dan 
teknologi serta peraturan senantiasa mengalami perubahan 
Ooo iya terima kasih, jadi diklat ini perlu ya pak tmtuk 
pengembangan kapasitas aparatur PNS ini? 
Sangat perlu sekali 
Kira-kira tidak pak ada suatu badan atau dinas tertentu yang 
mengurusi tentang diklat tersebut atau ctnna berbentuk badan atau 
Cuma berbentuk bidang atau bagian tertentu saja 
Seperti yang saya katakan sebelurnnya tadi, bahwasanya 
kesempatan yang diberikan oleh pemerintah daerah itu sangat 
kurang sekali kalau bisa dibilang minim sehingga itu membutuhkan 
penanganan serius dalam hal ini salal1 satunya organisasi dari 
perangkat daerah yang menanganinya tentunya harus memptmyai 
cakupan yang lebih Iuas lagi yaitu dalam bentuk badan yang berdiri 
sendiri di luar dari pada Badan Kepegawaian karena selama ini kan 
yang menangani cuma Badan Kepegawaian kemudian yang diklat
diklat yang lain yang berkaitan dengan tenaga fungsional itu banyak 
dkelola SKPD masing-masing, contoh Dinas Pendidikan, Dinas 
Kesehatan di Inspektorat itu mereka mengirimkan pesertanya 
sendiri untuk mengikuti diklat diluar daerah atau mengadakan diklat 
sendiri untuk tenaga-tenaga fungsional akan tetapi yang tenaga
tenaga non fungsional ataupun fungsional umum jarang sekali ikut 
kegiatan-kegiatan diklat 
harapan Bapak dengan dilaksanakannya pengembangan kapasitas 
aparatur pns tersebut pak? 
Terwujudnya Good Governance kepemrintahan yang baik yang 
menerapkan azas pemerintah 
Jadi kurang maksimal ya pak yang ada pengembangan diklat -diklat 
untuk pengembangan kapasitas aparatur ini 
Ya kesempatan yang diberikan kurang maksimal 
iya, kiranya cukup itu dulu pak yang dapat saya tanyakan, mungkin 
kalau ada yang perlu ada waktu yang lain terkait bahan penelitian 
tersebut dan saya sudi kiranya bapak berkenan untuk meluangkan 
waktunya lagi pak. 
Iya dengan senang hati 
lya, Terima kasih pak, Assalamualaikum Wr. Wb. 
Waalaikumsalam Wr. Wb 
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WAW ANCARA PENULIS DENGAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN 

(Drs. TENGKU ALI SYAHBANA, M.Si) 
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Kepala BK 

KABUPATEN KOTAW ARINGIN BARAT 

Assalamualaikum Wr. Wb. Pennisi pak, maaf mengganggu 
bapak sebentar, kalo bapak ada waktu saya ingin melakukan 
wawancara terkait penelitian dan penyusunan tesis saya pak. 
Waalaikumsalam Wr. Wb 
Pennisi pak, maaf mengganggu bapak sebentar, kalo bapak ada 
waktu saya ingin melakukan wawancara terkait penelitian dan 
penyusunan tesis saya pak, ini saya lampirkan proposal 
penelitian dan surat izin penelitian saya, Proposal penelitian saya 
lll1 berjudul Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS 
dikabupaten Kotawaringin Barat, boleh minta waktunya sebentar 
pak? 
Silahkan 
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Begini pak, Bagaimana dengan pengembangan kapasitas 
aparatur dilingktmgan PNS kabupaten Kotawaringin Barat 
khususnya melalui diklat? 
Jadi Pengembangan aparatur khususnya meningkatkan kapasitas 
aparatur ini secara mekanisme ataupun aturan bahwa PNS di 
Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah apa namanya sudah 
masuk didalam rencana kerja daripada Badan Kepegawaian 
Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu peningkatan SDM baik 
tugas belajar atau izin belajar maupun diklat-diklat fungsional 
ataupun bimtek yang dilaksanakan oleh SKPD yang ada 
dilingkup Pemerintal1 Kabupaten Kotawaringin Barat ini, nah 
dengan sistem peningkatan kompetensi ini melalui diklat apakah 
itu tugas belajar maupun bimtek maupun diklat-diklat lainnya 
dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur bagi Pegawai 
dilingktmgan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 
Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang menduktmg 
dilaksanakannya pengembangan kapasitas aparatur PNS di 
kotawaringin Barat? 
Maksudnya? 
Yang mendukung pengembangan kapasitas itu apa-apa saja 
supaya terjadi pengembangan kapasitas apakah melalui diklat 
melalui sekolah atau apa saja pak? 
Yang pasti begini untuk peningkatan kapasitas aparatur PNS 
bahwa Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaiarmya 
sudah memptmyai program dan tertuang didalam Renstranya 
BKD, bahwa pendidikan ini atau Peningkatan kapasitas aparatur 
PNS ini sudah disiapkan anggarannya yaitu melalui mekanisme 
tugas belajar izin belajar kemuidan diktat bimtek maupun 
semacam workshop, jadi inilah salah satu mekanisme atau 
aturan main yang di pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 
dalam rangka meningkatkan kompetensi ataupun SDM yang ada 
khususnya PNS di Kabupaten Kotawaringin Barat ini, pada 
tahun 2013 1111 secara data keselurul1an kita sudah 
menyekolahkan ada beberapa untuk program S-2 kemudian S-1 
ini diberbagai macam perguruan tinggi negeri yang ada di pulau 
Jawa seperti di UGM di UNDIP kemudian di UI, nah inilal1 
salah satu pola kita dslam rangka meningkatkan SDM khususnya 
PNS dilingktmgan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat. 
Bagaimana pak, komitmen Pimpinan dalam arti Kepala Daerah 
terhadap pengembangan kapasitas aparatur ini dan komitmen 
dari BKD sendiri? 
Kita harapkan dengan yang kita diklat atau yang kita sekolahkan 
ini ada suatu pembahan Mindset ataupun apa namanya sistem 
kineijanya, karena dengan kita sekolahkan ini terutama banyak 
bidang-bidang kesehatan yang baik terbiayai dari APBD Kab. 
Ktw. Barat maupun dari APBN ini kita harapkan setelal1 dia 
mengikuti pendidikan ini untuk meningkatkan dan kembali 
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ketempat tugasnya dalam rangka untuk memmjang kinerja 
organisasi atau SKPD yang ada dilingkungan unit kerjanya 
masing-masing, dengan harapan bahwa setiap PNS yang sudah 
diberikan Izin belajar atau Tugas Belajar pada Pemerintah 
Kabupaten Kotawaringin Barat ini kembali bertugas sesuai 
dengan apa yang menjadi aturan main atau apa yang telah 
ditetapkan oleh peraturan Bupati tentang Izin Belajar, Peraturan 
Bupati ini juga sudah ditelaah oleh bidang kami yaitu bidang 
Diklat dalam rangka pengembangan kompetensi ataupun 
pengembangan kemampuan SDM bagi semua PNS yang 
mengikuti pendidikan diklat baik itu tugas belajar atau izin 
belajar khususnya di Pemerintah Kotawaringin Barat. 
Selama ini kan pak, diklat int pengembangan kapasitas aparatur 
itu khususnya melalui diklat itu berada di Badan Kepegawaian 
khususnya di Bidang Diklat, menumt bapak, apakah perlu ada 
suatu badan atau dinas tertennt yang khusus menangani hal 
tersebut pak? 
Ini berkaitan dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah 
Pusat dalam hal ini Lembaga Administrasi Negara yang 
membidangi masalah diklat dan juga menpan, jadi secara aturan 
bahwa didaerah ini khususnya di Kabupaten maupun kota bahwa 
untuk bidang diklat ini masih include ataupun Tupoksinya masih 
melekat di Badan kepegawain daerah contohnya di BKD 
Kotawaringin Barat karena beberapa ketentuan yang dikeluarkan 
oleh lembaga Administrasi Negara bahwa pola diklat kita atau 
badan Diklat kita yang ada di Propinsi kita pun masih akan di 
akreditasi kembali m1 termasuk sarana prasarananya 
pendukungnya, kemudian kesiapann widyaiswaranya atau 
pengajamya termasuk aspek-aspek lainnya untuk mendukung 
kegiatan daripada diklat, diklat ini terbagi Diklat fungsional, 
diklat stmktural dan diklat teklmis, jadi 3 komponen inilah yang 
menumt kami bahwa di Badan Kepegawaian ini juga karena 
sifatnya hanya mengakomodir sementara kelembagaan yang 
diklat hams disesuaikan dengan sertifikasi dan akreditasi oleh 
Lembaga Administrasi Negara 
Jadi cukup bidang saja pak ya? 
Bidang aja 
Terkait anggaran, menumt bapak seberapa penting anggaran 
dalam mengembangkan kapasitas aparanrr PNS di Kabupaten 
kotawaringin Barat pak? 
Kalau menumt DP A ataupun Dokumen Penggunaan Anggaran 
yang melaksanakan tugas diklat ataupun membidangi bidang 
diklat bahwa dari jumlah khususnya dari PNS yang ingin 
bersekolah ini masih sangat kita rasakan masih sangat kurang 
kalau kita bicara budget ataupun kebutuhan anggaran untuk 
program diklat ini karena mengingat tingkat strata daripada 
pendidikan PNS yang di Kabupaten Kotawaringin Barat ini 
banyak dilevel yang berpendidikan Diploma 3, kemudian S-1 
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dan juga sebagian kecilnya S-2. 
Sampai saat ini ada berapa jumlah PNS yang mengikuti Diklat
diklat di kabupaten kotawaringin Barat ini Pak? 
Coba nanti tanyakan sama kabid diklatnya, karena saya kurang 
hapal 
kendala atau hambatan-hambatan dalam mengembangkan 
kapasitas aparatur yang ada di Kabupaten kotawaringin Barat? 
Misalnya apakah kualitas pegawai yang rendah, Penilaian 
kinerja dan prestasi kerja PNS yang kurang terukur atau 
bagaimana pak? 
Kendalanya adalah apabila misalnya seorang aparatur akan 
mengikuti pendidikan ini akan berpengaruh terhadap unit 
kerjanya atau SDM yang ada, secara keinginan ataupun secara 
kebutuhan ini berbanding terbalik bahwa PNS kita sangat 
antusias sekali dalam pengembangan potensi dirinya atauptm 
untuk meningkatkan kompetensi SDM nya tetapi dengan jumlah 
aparatur kita yang masih sangat terbatas sehingga kendalanya 
apabila dia sekolah maka kita akan kekurangan lagi jwnlah 
pegawai ataupun fonnasi yang ditinggalkan saat diklat atau 
sekolah, misalnya yang kita lihat khususnya di Pemerintah 
kabupaten kotawaringin Barat ini katakanlah tenaga dokter yang 
akan sekolah lagi sehingga terkendala katakanlah di puskesmas 
ini akan kehilangan dokter yang sudal1 ditetapkan sebagai dokter 
puskesmas dan apabila dia sekolah otomatis kita akan 
mencarikan kebijakan terbam tmtuk mengisi lagi mengisi lagi, 
inilah yang jadi pennasalal1an bagi pegawai-pegawai yang ingin 
melakukan diklat atau sekolah, banyak yang mengajukan diklat 
menumt hemat dan kebijakan oleh pimpinan daerah bahwa ada 
sebagian juga yang belwn bisa dipertimbangkan karena 
penggantinya ini atau orang-orang ini belum ada, inilah salah 
satu kendala yang menyebabkan keinginan besar PNS ini 
terhambat. 
Dalam pelaksanaan pengembangan Kapasitas aparatur ini pak, 
ada Evaluasi atau penilaian-penilaian itu, kalau dalam 
pelaksanaan pengembangan Kapasitas aparatur di Kobar ini 
bagaimana pak? 
Secara ketentuan tugas belajar izin belajar dan diklat SDM 
bal1wa setiap PNS yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar 
akan kita evaluasi, dalam hal ini mereka hams dan wajib 
melaporkan basil kemajuan laporan pelaksanaan tugas belajar 
mengajamya ini baik persemester maupun kebijakan karni di 
Badan Kepegawaian setiap 6 bulan kami langsung kekampus 
yang dimana kami yang tugas belajar mendatanginya sekaligus 
untuk mengetalmi sejauhmana kemajuan ataupun kendala
kendala yang dihadapi PNS yang mengikuti tugas belajar 
atauptm izin belajar tersebut. 
Terkait dengan mitra pemerintah yaitu DPRD Kabupaten 
Kotawaringin Barat, bagaimana pak? Artinya peran dan 
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komitmen pihak legislatif dalam pengembangan kapasitas 
aparatur PNS di kotawaringin Barat bagaimana pak? Apakah 
mendukung atau bagaimana pak? 
Berdasarkan hasil usulan anggaran lmtuk pengembangan diklat 
ataupun pagu anggaran diklat sebagaimana yang sering 
diusulkan oleh katakalah Leading sectomya Badan Kepegawaian 
yang membidangi bidang diklat kadang-kadang persoalan diklat 
inin juga khususnya Tugas Belajar atupu yang izin belajar ini 
pagu anggarannya sangat terbatas, sangat terbatas sekali, 
sehingga kalau kita bicara ranah kebijakan ataupun antara pihak 
eksekutif dan pihak legislatif dalam rangka untuk rencana design 
strategis kita untuk mensekolahkan para pegawai ini masih 
dikatakan masih belum sanagt maksimal. 
Tapi pada dasarnya pihak DPRD mendukung ya pak 
Y a sepamh mendukung sepamhnya ..... 
Satu lagi pak pertanyaan terakhir, terkait Komitmen pemerintah 
daerah dalam meningkatkan kualitas aparatur selumh PNS di 
kobar ini, seberapa besar Kornitmen pemerintal1 daerah pak? 
Dalam rangka untuk meningkatkan alat motivasi bagi PNS yang 
sudal1 di diklatkan atau di tugas belajarkan sangat diharapkan 
output yang kita sekolahkan ini paling tidak sangat linier atau 
pun istilalmya sesuai dengan tupoksinya ataupun unit kerjanya 
sehingga seorang PNS yang sudah di diklatkan ataupun sudah di 
sekolahkan baik tugas belajar atauplm izin belajar sangat 
diharapkan dia mempunyai perfonna yang lebih baik ataupun 
kompetensinya lebih baik dengan sebelllll dia sekolah sehingga 
kiranya harapan kami dengan monitoring kami yang ada di 
Badan Kepegawaian ini sangat memperhatikan baik kendala
kendala selama dia sekolal1 dan kami sebagai Badan 
Kepegawaian sangat menyuport sekali terhadap PNS yang kami 
sekolah sehingga siapapun yang disekolahkan memberikan 
dampak kemajuan bagi Pemerintah Kabupaten kotawaringin 
barat. 
Satu lagi terkait Tugas Pokok dan jumlal1 pegawai yang ada di 
Badan Kepegawaian ada berapa pak? 
Jumlah pegawai yang ada dibadan kepegawaian ada 2 kepala 
badan, 1 sekretaris dan ada 4 bidang, yaitu bidang diklat, bidang 
pengembangan, bidang mutasi data dan bidang pembinaan 
aparatur, sedangkan untuk jumlah pegawamya coba 
konfirmasikan dengan pihak sekretaris 
terima kasih pak, kiranya cukup disini dulu pak, sudi kiranya 
bapak meluangkan waktunya lagi kalau ada yang perlu saya 
lengkapi terkait bahan untuk penelitian dan penyusunan tesis 
saya pak. 
Ya terima kasih, semoga tesis ini ada manfaatnya klmsusnya di 
badan Kepegawaian dalam rangka untuk membal1 ataupun ada 
pembahan dalam kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka 
kita pengembangan SDM klmsusnya PNS dalam rangka kita 
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memajukan Kabupaten Kotawaringin Barat yang kita cintai ini, 
terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb. 
Waalaikumsalam Wr, Wb. , Terima kasih pak, permisi pak 
Ya silahkan 

W AW ANCARA PENULIS DENGAN TOKOH MASY ARAKA T 

(H. T. A. ZAILANI) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

Penulis 
Tokoh Masyarakat 
Penulis 

Assalamualaikum Wr. Wb. 
Waalaikumsalam Wr., Wb 
Permisi pak, kalo bapak ada waktu saya ingin 
melakukan wawancara terkait penelitian dan 
penyusunan tesis saya pak yang berjudul pengembangan 
kapasitas aparatur PNS di Kabupaten kotawaringin 
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Jadi begini pak, menurut bapak bagaimana 
pengembangan kapasitas aparatur PNS yang selama ini 
telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 
kotawaringin Barat? 
Pengembangan kapasitas PNS memang selama ini sudah 
berjalan cukup lancar tapi keliatanya memang belum 
maksimal. 
Kalo belum maksimallangkah-langkah kongkrit apa saja 
yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 
kotawaringin Barat dalam pengembangan kapasitas 
aparatur PNS yang sudah ada supaya menjadi lebih baik 
lagi pak? 
Nah jadi pemerintah seharusnya perlu memberikan 
pendidikan pelatihan ataupun pembinaaan secara 
kontinyu, terutama diharapkan pegawai itu memang 
benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai aparatur 
negara, abdi negara dan abdi masyarakat, sebagai 
aparatur negara dia adalah alat negara yang siap untuk 
ditempatkan atau dipindahkan dimana saja, sebagai abdi 
negara dia menjadi PNS bukan sebagai semata-mata 
sebagai tempat mencari nafkah tetapi lebih 
dititkberatkan kepada pengabdian mengabdi kepada 
negara, sehingga dia diberatkan gaji sesuai dengan 
aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara karena 
dia sebagai abdi negara, jadi hak-hak yang diterima oleh 
pegawai itu memang harus sesuai dengan peraturan 
penmdang-undangan, upaya untuk mencari kelebihan 
dan sebagainya memang sedapat-dapatya diusahakan 
artinya tidak melanggar aturan perundang-undangan 
khususnya bagi PNS, kemudian yang ketiga dia sebagai 
aparatur masyarakat sebagai abdi masyarakat dia harus 
memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada 
masyarakat jadi bukan PNS itu minta dilayani oleh 
masyarakat tetapi PNS itu memberikan pelayanan yang 
semaksimal mungkin kepada masyarakat. 
Apa yang menjadi harapan masyarakat agar PNS di 
kabupaten kotawaringin barat lebih profesional? 
Harapan kita agar PNS itu benar-benar melaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan 
ksususnya UU kepegawaian itu yang harus dihayati 
kemudian pegawai benar-benar menghayati bidang 
tugasnya jadi sesuai denga ketentuan bahwa ada apa 
namanya didaerah ini ketentuan tentang struktur 
organisasi dan tata kelja jadi tata kerja itulah yang harus 
dikaji didalami sehingga diterapkan dalam pelaksanaan 
tugas sehari-hari. 
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terima kasih pak, kiranya hanya itu yang dapat saya 
tanyakan kalo bapak berkenan dan ada waktu kiranya 
bapak saya akan melakukan wawancara lebih lanjut pak 
melengkapi bahan penelitian saya. 
Terima kasih kembali 
Assalamualaikum Wr. Wb. Pak 
Waalaikumsalam Wr. Wb 
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E. FOKUS PENELITIAN KEDUA 

Penulis akan membahas basil penelitian dan pengamatan yang telah 

dilakukan pada Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat dengan 

basil sebagai berikut : 

1. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pengembangan 

Kapasitas Sumber Daya Manusia Di Badan Kepegawaian Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

a. Faktor Pendorong 

Dari pengamatan dan wawancara penulis dan dari data yang ada 

bahwa dapat disimpulkan ada beberapa factor yang dapat menjadi 

pendorong maksimalnya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di 

Kabupaten Kotawararin Barat : 

1. Komit:men Pemerintah Daerah tmtuk meningkatkan kualitas 

aparatur; 

2. Sarana dan prasarana yang memadai; 

3. Masih banyak nya PNS yang belum menngikuti Pendidikan dan 

Pelatihan terutamna pelatihan teklmis dan fimgsional 

4. Tersedianya anggaran pengembangan sumber daya manusia 

5. Tersedianya data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 
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b. Faktor Penghambat 

Adaptm factor penghambat dapat dijelaskan dari pembahasan di 

atas yang merupakan basil pengamatan dan wawancara dengan para 

pihak terkait serta kondiri yang sebenaamya ditemukan pada saat 

penelitian, dikemukakan sebagai berikut : 

1. Belum adanya Peraturan atau kebijakan Pemerintah Daerah yang 

secara khusus mengatur Pendidikan dan dan pelatihan Pegawai 

Negeri Sipil 

2. Masih lemahnya komitmen para pemangku kepentingan khususnya 

di daerah lokasi penelitian terhadap pelaksanaan Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai Negeri Sipil 

3. Kebijakan Pengaturan anggaran belum berorientasi terhadap 

pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan 

Pelatihan; 

4. Fasililitas sarana dan prasarana pendukung misal nya Gedung, ruang 

belajar yang masih minim ; 

5. Belmn tersedianya tenaga pengajar dan pelatih seperti widyaiswara 

yang di Bidang Diklat pada badan kepgawaian kabupaten 

Kotawaringin barat. 

Dari gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian 

Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertanggtmg jawab dalam 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PNS dalam hal ini melalui bidang 

pendidikan dan pelatihan memiliki sumber daya aparatur sebanyak 45 

orang. Menurut wawancara dengan Sekretaris Badan Kepegawaian 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 160 

16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

Kabupaten Kotawaringin Barat dan pengamatan bahwa dari jumlah 

pegawai tersebut dibagi habis untuk 4 bidang dan 1 sekretariat, khusus di 

bidang pendidikan dan pelatihan terdapat 7 PNS yang terdiri dari: Satu 

orang Kepala Bidang dengan tingkat pendidikan S-2, satu orang Kepa1a 

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, satu orang Kepala 

Sub Bidang DiklatPim, teknis dan fungsional, dan empat orang staf. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Diklat 

bapak Drs. NUJULUDIN (wawancara dilakukan pada tanggal 7 April 

2014 jam 13.59 WIB, di mang kerja beliau) bahwa: 

"Apakah dengan Somber Daya yang tersedia di Bidang Diklat 
saat ini pelaksanaan Diklat dapat dilaksakan?" Menurut beliau 
tidak masalah, karena bidang Diklat yang ada pada 
kepegawaian hanya mempersiapkan terkait dengan administrasi 
dan kesiapan PNS yang akan diikutsertakan dalam kegiatan 
diklat. Kegiatan atau pelaksanaan Diklat dilakukan dengan 
koordinasi dengan pihak lain dan juga didukung dengan 
sum berdaya yang ada di badan kepegawaian. 

Secara umum pelaksanaan program Pengembangan Kapasitas 

Aparatur Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Kabupaten 

Kotawaringin Barat dapat dilihat melalui pemyataan Bapak 

Drs. TENGKU ALI SY AHBANA, M.Si selaku Kepala Badan 

Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat (wawancara dilakukan pada 

tanggal 7 April2014 jam 15.06 WIB, di mang kerja beliau), yaitu: 

Jumlah pegawai yang ada di badan kepegawaian ada 1 kepala 
badan, 1 sekretaris dan ada 4 bidang, yaitu bidang diklat, 
bidang pengembangan, bidang mutasi data dan bidang 
pembinaan aparatur, sedangkan untuk jumlah pegawainya 
coba konfirmasikan dengan pihak sekretaris 
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Kemudian disampaikan juga oleh Kepala Badan Kepegawaian 

Kabupaten Kotawaringin Barat berkaitan dengan pengembangan 

kapasitas aparatur itu khususnya melalui diklat itu yang masih berada di 

Badan Kepegawaian khususnya di Bidang Diklat, apakah perlu ada 

suatu badan atau dinas tertentu yang klmsus menangani hal tersebut, 

disampaikan hal sebagai berikut : 

Ini berkaitan dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah 
Pusat dalam hal ini Lembaga Administrasi Negara yang 
membidangi masalah diklat dan juga menpan, jadi secara 
aturan bahwa didaerah ini khususnya di Kabupaten maupun 
kota bahwa untuk bidang diklat ini masih include ataupun 
Tupoksinya masih melekat di Badan kepegawain daerah 
contohnya di BKD Kotawaringin Barat karena beberapa 
ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga Administrasi Negara 
bahwa pola diklat kita atau badan Diklat kita yang ada di 
Propinsi kita pun masih akan di akreditasi kembali ini 
termasuk sarana prasarananya pendukungnya, kemudian 
kesiapan widyaiswaranya atau pengajarnya termasuk aspek
aspek lainnya untuk mendukung kegiatan daripada diklat, 
diklat ini terbagi Diklat fungsional, diklat struktural dan diklat 
tekhnis, jadi 3 komponen inilah yang menurut kami bahwa di 
Badan Kepegawaian 101 juga karena sifatnya hanya 
mengakomodir sementara kelembagaan yang diklat harus 
disesuaikan dengan sertifikasi dan akreditasi oleh Lembaga 
Administrasi Negara. 

Dari tugas dan fungsi Badan Kepegawaian tersebut dapat diketahui 

dengan jelas bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi PNS di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dalam 

satu SKPD yaitu pada Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin 

Barat, dengan kata lain bahwa untuk pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan 

PNS tidak dibentuk lembaga terpisah dengan bidang kepegawaian, hal ini 

berdampak kurangnya perhatian terhadap pendidikan dan pelatihan 

kepegawaian. 
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Tabel4.16. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringio Barat 

Tersedianya PNS yang memiliki 
pengetahuan, kemampuan dan 
ketrampilan sesuai tuntutan tugas 
dan fungsinya. 

Terpenuhinya jumlah, kualitas, 
komposisi dan distribusi PNS sesuai 
dengan kebutuhan SKPD!Unit 
Satuan Kerja. 

Terwujudnya disiplin PNS dan 
pelayanan administrasi 
kesejahteraan. 

Jumlah 
pendidikan 
pelatihan. 

PNS 
dan 

dalam I 1 Kepala Bidang 
atau 200 orang Diklat 

Kepala Bidang 
Pengembangan 

Jumlah PNS mengikuti 1 200 orang 
Asessmen Manjerial. ' Kepala Bidang 

Jumlah PNS yang 
mengikuti pembinaan 
melalui langkah-langkah 
preventif dan kuratif serta 
penyelesaian administrasi 
kesejahteraan. 

5.443 
orang 

Mutasi & Data 

Kepala Bidang 
Pembinaan 

Sumber : Data primer (LAKIP BK 2013), diolah 

Renstra BK 2012-
1016 

Renstra BK 2012-
1016 

Renstra BK 2012-
1016 
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Dalam pelaksanaan pengembangan dan pendidikan/ pelatihan PNS di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman sesuai 

ketentuan yang berlaku. Untuk pengembangan PNS seperti ijin dan tugas 

belajar yang tentunya acuan nya adalah Perguruan Tinggi atau sekolah 

yang menjadi tempat PNS yang bersangkutan mengikuti pendidikan. 

Menurut Kepala Bidang Diklat BKD Kabupaten Kotawaringin Barat 

Drs. NUJULUDIN : 

"setiap tahun dalam rangka pengembangan pengetahuan PNS 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, 
PNS diberikan kesempatan untuk tugas belajar dan ijin 
belajar. Tugas belajar dilakukan kerja sama dengan beberapa 
Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Indonesia seperti 
Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas 
Gajah Mada, Universitas Diponegoro dan lain-lain, sedangkan 
untuk belajar biasanya lebih banyak diikuti oleh PNS karena 
tidak meninggalkan tempat tugas, seperti di Universitas 
Terbuka dan Untama yang ada di kota Pangkalanbun. 
Sementara kurikulumnya menyesuaikan dengan masing
masing Perguruan Tinggi yang menjadi tempat PNS yang 
bersangkutan mengikuti pendidikan". 

Sedangkan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan kurikulumnya 

sudah diatur oleh Lembaga Administrasi Negara, tmtuk pendidikan dan 

pelatihan kepemimpinan misalnya diatur dalam Peraturan Kepala LAN 

Nomor 9 Tahun 2011 yaitu tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV. 

Sesuai peraturan tersebut dalam rangka mencapai kompetensi yang 

dipersyaratkan, struktur kurikulum DiklatPim terbagi atas empat agenda 

pembelajaran yaitu agenda integritas dan etika, agenda manajemen stratejik, 

agenda kemampuan managerial, agenda pemberdayaan dan aktualisasi. 
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Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

disebutkan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan PNS yang 

dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya kegiatan pendidikan 

dan pelatihan Kepemimpinan tingkat IV dan Prajabatan tingkat II dan 

tingkat I. 

Dari yang telah disampaikan Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

tersebut mempertegas bahwa kef,riatan pendidikan dan pelatihan PNS di 

lingktmgan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum sesuai seperti 

apa yang diharapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 

tentang pendidikan dan pelatihan PNS. Karena dalam peraturan tersebut 

Pendidikan dan pelatihan PNS terdiri dari Pendidikan dan pelatihan 

Prajabatan DiklatPim, Diklat fungsional dan Diklat Tekhnis. 

Tugas dan fimgsi Badan Kepegawaian serta Sumber Daya Aparatur 

Bidang Diklat dalam Rangka lmplementasi PP Nomor I 01 Talmn 2000, dari 

basil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan dikatakan 

bahwa "tugas pokok Badan Kepegawaian antara lain perumusan bahan 

pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan 

pelatihan. 

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian diatur dalam Peraturan 

Bupati Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan pada 

tanggal 15 Maret 2009. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas 

pokok dibidang manajemen PNS daerah, manajemen kepegawaian pada 

dasamya mencakup tiga bidang utama yaitu: Manajemen pendayagunaan 
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pegawai, manajemen peningkatan kompetensi dan manajemen lingkungan 

keija pegawai. 

Pengembangan, pendidikan dan pelatihan PNS diakui merupakan hal 

penting dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai 

yang bersangkutan tetapi meski demikian tidak semua instansi atau daerah 

memiliki komitmen terhadap pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan itu 

sendiri walaupun sudah ada kebijakan Pemerintah seperti Peraturan 

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS. 

Dari pengamatan, observasi dan hasil wawancara tergambar bahwa 

pengembangan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PNS di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum beijalan seperti yang 

dikehendaki dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahtm 2000. 

Tugas dan fimgsi Bidang Diklat pada Badan Kepegawaian serta 

Sumber Daya Aparatur Bidang Diklat dalam Rangka Implementasi PP 

Nomor 101 Tahun 2000, dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang 

Pendidikan dan Pelatihan disampaikan bahwa : 

Oke, untuk bidang diklat seperti yang kita ketahui ada beberapa 
kewajiban, artinya diklat wajib yang harus kita laksanakan, 
yaitu yang pertama diklat Prajabatan Golongan II dan golongan 
I dan golongan III dan kemudian Diklat pimpinan, yaitu 
Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat Ill dan Diklatpim 
Tingkat II, ini adalah tugas wajib bidang diklat yang harus kita 
laksanakan, walaupun sebenarnya ini tidak terkait langsung 
dengan pengembangan sumber daya manusia secara umum ya, 
tapi ini adalah diklat wajib yang harus kita laksanakan sesuai 
dengan program kita setiap dengan tahun anggaran, untuk 
khusus ya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 
sebenarnya disamping diklat-diklat yang sudah kita 
programkan ini ada diklat-diklat lain yang harus kita 
laksanakan, yaitu diklat tekhnis dan diklat fungsional, diklat 
tekhnis dan diklat fungsional ini biasanya atau diprogramkan 
oleh dinas masing-masing unit kerja masing-masing karena yang 
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mengetahui kebutuhan akan diklat tekhnis dan diklat fungsional 
ini adalah unit kerja masing-masing, demikian. 

Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan lebih merupakan 

kewajiban yang memang harus dilasanakan, karena yang dilaksanakan dan 

terfokus hanya kegiatan pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan 

Kepemimpinan. Hal ini seperti terdapat dalam wawancara dengan Kepala 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan : 

"Untuk pelaksanaan Diklat PNS yang kita laksanakan adalah 
hanya Diklat Prajabatan golongan II, DiklatPim IV". 

Sehubtmgan dengan Langkah-langkah dan kebijakan yang telah 

dilakukan oleh Bidang Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan 

Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan 

pengembangan kapasitas aparatur PNS, Kepala Bidang Pendidikan dan 

Pelatihan Bapak Drs. NUJULUDIN mengatakan bahwa : 

Ya terima kasih, langkah-langkah yang telah kita lakukan 
khususnya peningkatan kapasitas aparatur PNS dilingkungan 
kabupaten Kotawaringin Barat pertama program kemudian 
anggaran, khusus untuk program itu seperti yang kita 
sampaikan tadi adalah program memang program wajib 
berdasarkan analisa kebutuhan kita, kemudian anggaran setiap 
tahun kita ajukan tentunya berdasarkan kepentingan atau 
kebutuhan diklat kita di Kabupaten Kotawaringin Barat, 
demikian. 

Kemudian disampaikan juga oleh Bapak Drs. TENGKU ALI 

SY AHBANA, M.Si selaku Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten 

Kotawaringin Barat, bahwa : 
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Ini berkaitan dengan ketentuan yang diatur oleb Pemerintab 
Pusat dalam hal ini Lembaga Administrasi Negara yang 
membidangi masalah diklat dan juga menpan, jadi secara aturan 
bahwa didaerah ini khususnya di Kabupaten maupun kota 
bahwa untuk bidang diklat ini masih include ataupun 
Tupoksinya masih melekat di Badan kepegawain daerah 
contohnya di BKD Kotawaringin Barat karena beberapa 
ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga Administrasi Negara 
babwa pola diklat kita atau badan Diklat kita yang ada di 
Propinsi kita pun masih akan di akreditasi kembali ini termasuk 
sarana prasarananya pendukungnya, kemudian kesiapan 
widyaiswaranya a tau pengajarnya termasuk aspek-aspek lainnya 
untuk mendukung kegiatan daripada diklat, diklat ini terbagi 
Diklat fungsional, diklat struktural dan diklat tekhnis, jadi 3 
komponen inilah yang menurut kami bahwa di Badan 
Kepegawaian ini juga karena sifatnya hanya mengakomodir 
sementara kelembagaan yang diklat harus disesuaikan dengan 
sertifikasi dan akreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara 

Hal ini menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian hanya melaksanakan 

Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan, yaitu Diklat Prajabatan golongan II 

dan DiklatPim Tingkat IV namun belum melaksanakan diklat teknis dan 

fungsional. 

Terkait dengan bahwa Badan Kepegawaian hanya melaksanakan 

Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan saja dan tidak melaksanakan dikalt-

diklat fungsional lainnya, dapat dilihat melalui pemyataan Bapak 

Bambang Wahyusuf, SH selaku Kepala Sub Bagian Peraturan Per 

Undang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat (wawancara dilakukan pada tanggal 7 April 2014 jam 

12.19 WIB, di ruang keija beliau), yaitu : 
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Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwasanya 
kesempatan yang diberikan oleh pemerintah daerah itu sangat 
kurang sekali kalau bisa dibilang minim sehingga itu 
membutuhkan penanganan serius dalam hal ini salah satunya 
organisasi dari perangkat daerah yang menanganinya tentunya 
harus mempunyai cakupan yang lebih luas lagi yaitu dalam 
bentuk badan yang berdiri sendiri di luar dari pada Badan 
Kepegawaian karena selama ini kan yang menangani cuma 
Badan Kepegawaian kemudian yang diklat-diklat yang lain yang 
berkaitan dengan tenaga fungsional itu banyak dkelola SKPD 
masing-masing, contoh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan di 
Inspektorat itu mereka mengirimkan pesertanya sendiri untuk 
mengikuti diklat diluar daerah atau mengadakan diklat sendiri 
untuk tenaga-tenaga fungsional akan tetapi yang tenaga-tenaga 
non fungsional ataupun fungsional umum jarang sekali ikut 
kegiatan-kegiatan diklat 

Diklat lain seperti diklat teknis dan fungsional tersebar di SKPD 

tertentu tidak hanya di BKD, sehingga anggaran diklat juga tersebar di 

SKPD tertentu. Diklat-diklat tersebut tidak terpusat di BKD sehingga 

kurang tennonitor capaiannya. Diklat lain dilaksanakan di luar daerah 

karena factor bahwa BKD beltun terakreditasi dan bukan lembaga diklat. 

Fasilitas sarana dan prasarana sudah tersedia namun belum memadai serta 

para pengajar dan widyaiswara juga belum mencukupi. 

Kedua pendidikan dan pelatihan tersebut selalu menjadi perhatian 

karena jika tidak dilaksanakan maka aka nada temuan Inspektorat 

Kabupaten atau Provinsi, hal ini berdampak pada pegawai yang 

bersangkutan yang memungkinkan teijadi pembatalan pengangkatan dari 

calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil, atau bagi yang 

menduduki jabatan jika belum mengikuti pendidikan dan pelatihan maka 

jabatannya akan ditarik. 

Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan belum sepenuhnya 

menyelesaikan pennasalahan yang ada di tubuh PNS seperti kompetensi dan 
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profesionalisme karena sifatnya hanya mengatasi persyaratan bagi pegawai 

yang bersangkutan. 

Hal ini disebabkan kebijakan untuk pendidikan dan pelatihan PNS baik 

dilihat dari anggaran maupun kebijakan pengaturan sebagai implementasi 

dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 belum pemah dibuat, 

seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

pada Badan Kepegawaian saat wawancara bahwa belum ada kebijakan 

pengaturan dari pemerintah daerah mengenai diklat, yang ada hanya 

pengaturan tugas bela jar dan ijin belajar berupa Peraturan Bupati. 

Hal ini menggambarkan bahwa perhatian dari pemangku kepentingan 

dan pihak yang terkait dengan kebijakan Pendidikan dan Pelatihan PNS 

terutama di lingktmgan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum 

maksimal sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak 

bahwa selama ini untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan PNS hanya 

diserahkan pada bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan 

Kepegawaian. 

Dari sisi peraturannya saja belum memberi duktmgan terhadap kegiatan 

Pendidikan dan Pelatihan, selain itu juga ada masalah pengaturan anggaran, 

fasilitas, sumber daya aparatur yang melaksanakan, koordinasi pihak terkait. 

Hal ini merupakan factor yang berpengaruh terhadap terlaksananya kegiatan 

pendidikan dan pelatihan PNS. 

Anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan PNS dimasukkan 

dalam anggaran Badan Kepegawaian dan telah ditentukan besamya untuk 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan pendidikan pelatihan 
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kepernimpinan. Artinya pengembangan PNS rnelalui pendidikan dan 

pelatihan sudah terbatas dilihat dari sisi anggaran. 

Untuk lebih jelasnya angggaran yang dialokasikan untuk Pendidikan 

dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ktw barat pada lima tahun 

terakhir dapat dilihat pada Grafik Berikut : 
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Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan juga tidak terlepas dari fasilitas 

yang tersedia tennasuk sumber daya aparatur yang melaksanakannya seperti 

staf pelaksana maupun widyaiswara atau fasilitator lainnya. Karena tugas 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan menjadi bagian tugas Badan 

Kepegawaian, tentu saja fasilitas untuk pendidikan dan pelatihan ptm 

menggtmakan fasilitas yang ada di Badan Kepegawaian. Disini terlihat 

kendala yang semestinya Badan Kepegawaian hanya melaksanakan tugas 

kepegawaian s£Ua sedangkan adanya tugas-tugas bidang pendidikan dan 

pelatihan manjadikan hasil yang dicapai dalam pelaksanaannya tidak efektif 

dan efisien. Hal ini sumber daya yang ada terbagi baik fasilitasnya maupun 

personilnya. 

Sesuai wawancara penulis dengan Kepala Badan Kepegawaian 

Bagaimana dengan pengembangan kapasitas aparatur dilingkungan PNS 

kabupaten Kotawaringin Barat khususnya melalui diklat? Menurut Kepala 

Badan Kepegawaian : 

Jadi Pengembangan aparatur khususnya meningkatkan 
kapasitas aparatur ini secara mekanisme ataupun aturan bahwa 
PNS di Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah apa namanya 
sudah masuk didalam rencana kerja daripada Badan 
Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu peningkatan 
SDM baik tugas belajar atau izin belajar maupun diklat-diklat 
fungsional ataupun bimtek yang dilaksanakan oleh SKPD yang 
ada dilingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini, 
nab dengan sistem peningkatan kompetensi ini melalui diklat 
apakah itu tugas belajar maupun bimtek maupun diklat-diklat 
Iainnya dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur bagi 
Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 
Barat 
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Untuk memecahkan perrnasalahan ini hams ada komitmen dari semua 

pihak untuk mengembangkan atau meningkatkan Sumber daya aparatur 

PNS melalui pendidikan dan pelatihan antara lain dengan meningkatkan 

anggaran pendidikan dan pelatihan, membuat kebijakan pengaturan terkait 

dengan pedidikan dan pelatihan, menyediakan fasilitas yang memadai, 

menyiapkan sumber daya aparatur yang menangani pendidikan dan 

pelatihan. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan sumber daya aparatur 

PNS melalui pendidikan dan pelatihan akan berjalan dengan baik jika 

adanya Komitmen dari semua pihak terkait, anggaran yang memadai, 

fasilitas yang menduktmg dan suber daya aparatur yang mumpuni serta 

adanya kebijakan dan peraturan yangjelas dan tegas. 

2. Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri 

Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dirumuskan adalah 

basil dari strategi yang diperoleh dalam melakukan analisis lingkungan 

internal dan analisis lingkungan ekstemal dengan menggunakan analisis 

SWOT. 

Mengacu pada kebijakan tunun dan program pembangunan daerah di 

Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Rencana Pembangunan J angka 

Menengah Daerah (RPJMD) prioritas 8, yaitu Perbaikan dan pelaksanaan 

tata kelola pemerintahan, secara garis besar ditujukan untuk peningkatan 
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kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah dan pelayanan publik, 

serta penguatan aksi anti korupsi, dilakukan melalui antam lain: 

1) Penguatan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah untuk 

peningkatan kualitas kinerja aparatur daemh. 

2) Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen, 

perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan 

prestasi (merit based), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai 

negeri sipil. 

3) Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur keija (business 

process), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan 

keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar 

makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, 

regulasi, pengawasan dan penegakan aturan. 

4) Melakukan pengawasan kinerja dan termasuk pemberantasan korupsi 

dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran 

sumpahjabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi. 

5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan 

dengan perumusan standar pelayanan minimum. 

6) Penyesuaian dan perbaikan kesejahteraan pegawai. 
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2. Strategi Yang Dilakukan Oleh Badan Kepegawaian Kabupaten 

Kotawaringin Barat Dalam Mengatasi Kendala Dan Hambatan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil 

Mengingat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis 

memilih strategi yang akan dikembangkan yaitu : 

1) Memaksimalkan tersedianya anggaran pengembangan sumber daya 

manusia dan selektif dalam pemilihan diktat yang akan diikuti 

Adaptm alasan pemilihan strategi ini adalah bahwa tugas pokok dan 

fungsi dari sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil pada 

intinya adalah menjadi pelayan masyarakat yaitu memberikan pelayanan 

yang baik kepada masyarakat; menjadi stabilisator yaitu sebagai 

penyangga persatuan dan kesatuan bangsa; menjadi motivator yaitu 

memberdayakan masyarakat agar terlibat secara aktif dalam 

pembangunan; menjadi innovator dan kreator yaitu menghasilkan 

inovas1-movasi baru dalam pelayanan masyarakat agar menghasilkan 

pelayanan yang barn, efektif dan efisien dan menjadi inisiator yaitu selalu 

bersemangat mengabdi dengan berorientasi pada fungsi pelayanan, 

pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat yang dilandasi dengan 

keikhlasan dan ketulusan. 

Perlu adanya dukungan sumber daya manusta aparatur Pegawai 

Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta 

kewajibannya mempunyai kemampuan atau kompetensi yang baik, 

sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil tersebut memang 

memerlukan peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dilakukan 
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melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non diklat. Perubahan 

melalui diklat dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kursus, 

pendidikan formal maupun non formal atau pendidikan lainnya yang 

berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi teknis 

maupun perubahan pola pikir, moral, dan perilaku sumber daya manusia 

aparatur Pegawai Negeri Sipil. Meskiptm merubah pola pikir, moral dan 

perilaku sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil melalui 

diklat memang tidak mudah, akan tetapi tetap perlu dilakukan. 

Kompetensi jabatan smnber daya manusia aparatur Pegawai Negeri 

Sipil, secara umum berarti kemampuan dan karakteristik yang dimiliki 

seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, 

dan perilaku, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya 

(Mustopadidjaja, 2002 ). 

Disini kompetensi menjadi satu karakteristik yang mendasari 

individu atau seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaarmya. 

Karak.ieristik itu tmmcul dalam bentuk pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill), dan perilaku (attitude) untuk menciptakan aparatur 

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi 

dalam melayani masyarakat yang selalu bertindak hemat, efisien, 

rasional, transparan, dan akuntabel. Jadi, pelayanan publik merupakan 

pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya dapat menggerakkan 

roda perekonomian menuju Kesejahteraan. Untuk itu, diperlukan strategi 

peningkatan sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil, 

melalui pelatihan dan pendidikan yang bettujuan untuk pengembangan 
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sumber daya manusia yang memadai merupakan sesuatu yang sangat 

mutlak yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seltmth jajaran 

aparatur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat. 

Tak dapat dipungkiri, pendidikan dan pelatihan merupakan salah 

satu pendekatan utama dalam mengembangkan Smnber Daya Manusia 

aparatur Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dilakukan sebagai pendekatan, 

karena pendidikan dan pelatihan mempunyai peran strategis terhadap 

keberhasilan mencapai tujuan pemerintah. 

Oleh karena investasi yang dibuat di bidang sumber daya manusia 

tidak kecil dalam bentuk biaya, tenaga dan waktu, maka perlu 

diupayakan untuk memaksimalkan ketersedian anggaran pengembangan 

smnber daya manusia agar program pelatihan dan pengembangan disusun 

berdasarkan analisis kebutuhan yang tepat, dengan sasaran yang jelas, isi 

program yang paling sesuai dengan kebutuhan, penerapan prinsip prinsip 

belajar yag paling relevan, pelaksanaan program dengan menggunakan 

teknik teknik belajar mengajar yang paling cocok dan penilaian 

berdasarkan kriteria yang obyektif, tidak hanya melihat dari sudut 

teknikal, akan tetapi juga pelatihan dan pengembangan yang telah 

diselenggarakan. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 180 

16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

2) Memperbaiki sistem penilaian kinerja dan prestasi kerja Pegawai 

Negeri Sipil 

Adapun alasan pemilihan strategi ini adalah bahwa dengan adanya 

sistem penilaian kinerja dan prestasi kerja pegawai yang terukur akan 

didapatkan data-data pegawai dengan berbagai kategori, mulai dari 

pegawai yang mempunyai prestasi sangat menonjol sampai dengan 

pegawai yang sangat tidak produktif. Dengan adanya data tersebut dapat 

disusun rencana tindakan terhadap berbagai kategori pegawai tersebut. 

Misalnya, bagi pegawai yang kinerjanya baik dapat diusulkan untuk 

promosi. Bagi yang tidak produktif dapat diusulkan tmtuk mengikuti 

diklat untuk peningkatan produktivitas dan sebagainya. 

Sistem penilaian kinerja dan prestasi pegawai yang ada selama ini 

adalah dengan adanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3). 

Selama ini DP-3 hanya berguna untuk kepentingan naik pangkat pegawai 

semata. DP-3 yang seharusnya diisi setiap tahun oleh atasan langsung, 

namun pacta kenyataannya DP-3 tersebut dibuat oleh pegawai yang 

dinilai dan itupun dibuat apabila yang bersangkutan akan naik pangkat 

(tidak tiap tahun). Dengan demikian DP-3 tidak bisa dijadikan tolok ukur 

dalam penilaian kinerja dan prestasi pegawai. 

Sistem penilaian kinerja ini terkait dengan berbagai aspek lain dalam 

manajemen pegawai sebagai mana tergambar dalam skema berikut : 
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Gambar4.6. 

Skema Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pegawai Negeri 

Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

prinsip the right man on the 
right job 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu faktor ktmci 

guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena 

adanya kebijakan atau program penilaian prestasi keija, berarti organisasi 

telah memanfaatkan secara baik atas sumber daya manusia yang ada 

dalam organisasi. Dalam penilaian kinerja pegawai, diperlukan informasi 
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yang relevan dan reliabel tentang prestasi kerja masing-masing individu. 

Di samping informasi yang lengkap, informasi juga diharapkan 

berkualitas dan valid, artinya mampu menggambarkan kinerja pegawai 

secara baik. Informasi tersebut juga diperlukan untuk perencanaan karir 

pegawai. Penyediaan informasi secara akurat, lengkap dan valid hanya 

dapat dilakukan jika ada sistem pengorganisasian informasi secara baik. 

Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan sesuatu yang sangat 

bermanfaat bagi perencanaan kebijakan-kebijakan organisasi. Kebijakan

kebijakan organisasi dapat menyangkut aspek individual dan aspek 

organisasional. Manfaat penilaian kinerja bagi organisasi menurut 

Sulistiyani dan Rosidah (2003 : 225) adalah : 

a. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 

b. Perbaikan kinetja 

c. Kebutuhan latihan dan pengembangan 

d. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan, promos1, mutasi, 

pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja 

e. Untuk kepentingan penelitian pegawai 

f. Membantu diagnosis terhadap kesalahan disain pegawai 

Buku kineija pegawa1 dibuat untuk perorangan, yang memuat 

informasi sebagai berikut : 

a. Data umum kepegawaian berupa Nama, NIP, Pangkat/Golongan, 

Pendidikan, Diklat yang pemah diikuti, riwayat pangkat dan riwayat 

jab a tan 
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b. Informasi tentang tingkat kehadiran pegawai yang bersangkutan 

c. lnformasi tentang beban kerja yang telah diselesaikan oleh pegawai 

yang bersangkutan 

d. Daftar prestasi yang pemab diterima 

e. Daftar tindakan disiplin yang pemab diterima 

f. Keluhan atasan terbadap sikap dan basil kerja 

g. Keluhan rekan kerja dan bawahan terbadap sikap dan basil keija 

Buku kinerja ini dibuat secara periodik setiap enam bulan berdasarkan 

pemantauan yang dilakukan oleh pejabat penilai selama enam bulan 

beijalan. Buku ini dihimpun setiap tabun pada pegawai yang menangani 

administrasi kepegawaian pada masing-masing unit kerja dan dijadikan 

pertimbangan dalam mengambil rencana tindakan kepegawaian pada unit 

keija tersebut. Rekap buku kinerja masing-masing unit kerja dibimpun 

pada Badan Kepegawaian Daerah untuk kemudian dijadikan data base 

kepegawaian. 

Informasi dalam buku kineija pegawai menjadi infonnasi dasar dalam 

upaya perbaikan kinerja. Sebagai potret diri maka buku kineija pegawai 

akan bennanfaat sebagai dasar dalam pemberian pengaral1an atau 

mengajarkan perilaku baru yang mendukung perbaikan kineija. Selain itu 

buku kinerja pegawai dapat bennanfaat sebagai alat pemotivasi para 

pegawai karena informasi kinerja yang disampaikan dalam buku kinerja 

tersebut sebagai acuan dalam pemberian reward and punishment. 

Motivasi dapat memacu semangat seorang pegawai untuk berprestasi 

yang tergolong pada achievement motivation, motif yang mendorong 
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serta menggerakkan seseorang tmtuk berprestasi dengan selalu 

menunjukkan peningkatan ke arah standard excellence, sebagaimana 

yang dikemukakan Me Clelland dalam Sulistiyani dan Rosidah (2003 : 

194). 

Sistem pelaporan prestasi pegawai dalam bentuk buku kinerja 

melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang dinilai dan yang menilai. Ada 

beberapa teknik untuk memetakan dua pihak penilai dan yang dinilai 

tersebut, yaitu atasan menilai bawahan, bawahan menilai atasannya atau 

setiap pegawai menilai ternan keijanya sendiri secara horisontal. Melihat 

struktur pemerintahan yang hirarkis maka teknik atasan mengevaluasi 

bawahan sangat mungkin diterapkan. Atasan sebagai smnber feedback 

menginformasikan prestasi atau kinerja bawaharmya. Pegawai yang 

mempunyai prestasi kerja cukup baik diberikan penghargaan (reward) 

yang bisa memotivasi pegawai lain untuk berprestasi. 

3) Program Pengembangan Somber Daya Manusia Aparatur 

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Dengan melakukan komparasi dan melihat keterkaitan terhadap 

kebijakan dan program pengembangan sumber daya manusia dalam 

Rencana Pembangtman Jangka Menengal1 Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Kotawaringin Barat, maka dapat dikolaborasikan program dan kegiatan 

yang diperlukan untuk merumuskan serangkaian program pengembangan 

sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat. 
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Program yang dirumuskan berdasarkan rencana yang telah disusun 

adalah: 

a. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pegawai 

Negeri Sipil. 

Kegiatan yang perlu dilaksanakan tmtuk program ini adalah: 

1 ) Menentukan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang akan 

dilaksanakan. 

2) Menentukan sasaran pendidikan dan pelatihan 

3) Menetapkan isi program dalam pendidikan dan pelatihan 

4) Mengidentifikasi manfaat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

5) Melakukan penilaian terhadap pendidikan dan pelatihan yang telah 

dilaksanakan. 

b. Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur keija (business 

process) 

Kegiatan yang perlu dilaksanakan tmtuk program ini adalah : 

1) Sosialisasi pemakaian buku kinerja pegawai 

2) Pembuatan dasar hukum pemakaian buku kinerja 

3) Pembuatan Buku Kinerja Pegawai 

c. Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan 

layanan 

Kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk program ini adalah : 

1) Pengembangan data base kepegawaian untuk pelayanan pnma 

bidang kepegawaian 
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2) Pengiriman Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Program 

dan Aplikasi komputer 

F. ANALIS DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis SWOT pada Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin 

Barat 

a. Kekuatan 

Kekuatan yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan sumber daya 

manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian 

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 

1) Komitmen pimpinan 

2) Sarana dan prasarana yang mendukung 

3) Tersedianya anggaran pengembangan sumber daya manusia 

4) Tersedianya data base kepegawaian 

5) Tingginya minat dari pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan 

b. Kelemahan 

Adapun kelemahan dalam pengembangan sumber daya manus1a 

aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Kabupaten 

Kotawaringin Barat adalah : 

1) Terbatasnya kualitas pegawai 

2) Penilaian kinerja dan prestasi ketja Pegawai Negeri Sipil kurang 

temkur 

3) Kurangnya evaluasi 
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c. Peluang 

Peluang yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan sumber daya 

manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian 

Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 

1 ) Komitmen pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah 

2) Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas aparatur 

Pegawai Negeri Sipil 

3) Tuntutan masyarakat agar Pegawai Negeri Sipil lebih meningkatkan 

profesionalismenya 

4) DPRD yang akomodatif 

5) Perkembangan teknologi 

d. Ancaman 

Adapun ancaman yang dapat diidentiflkasi dalam pengembangan 

sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Badan 

Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 

5. Masih adanya intervensi pemerintah tingkat atas 

6. Karakteristik masyarakat yang beraneka ragam 

2. Analisis Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pada Badan 

Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat 

Pendidikan dan Pelatiha.n adalah merupakan upaya untuk 

mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan 

kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. (Notoadmodjo, 2003:28). 

Adapun yang menjadi tujuan Pendidikan dan Pelatihan adalah : 
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a. Mengubah paradigma/cara pandang, mind set, pola pikir, pola sikap, dan 

pola tindak untuk kaya mental, mencapai kinerja yang optimal dengan 

mengembangkan learning organization; 

b. Menumbuhkembangkan nilai - nilai moral, meningkatkan kecerdasan 

spiritual, menggunakan seluruh tubuh, pikiran, hati dan jiwa untuk 

melaksanakan tugas, yang menyatu dengan kemampuan kepemimpinan, 

managerial, skill dan knowledge; 

c. Mengubah cultural set untuk membangun sikap, perilaku, dan 

management beliefts dan values aparatur; 

d. Membangun karakter dan jati diri; 

e. Diklat berbasis kompetensi : 

- Memiliki kompetensi untuk secara optimal melaksanakan tugas 

jabatan yg diduduki; 

- Meningkatkan kompetensi tmtuk menduduki jabatan yang lebih tinggi; 

- Memiliki kompetensi menerapkan iptek bam untuk peningkatan 

kinerja organisasi; 

- Mengembangkan teknologi infonnasi (e-govemment) dan berbagai 

keterkaitannya ( e-procurement, e-bidding, e-office ). 
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Tabel4.17. 

Jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Substansi Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Kompetensi 

Bidang 

Metode Andragogi Andragogi Andragogi 

Tenaga Pengajar Widyaiswara Widyaiswara Widyaiswara 

Pelaksana Badan Diklat Badan Diklat Badan Diklat 

Kurik:ulum Berbasis Berbasis Kompetensi Berbasis 

Kompetensi Kompetensi 

Peserta Pejabat Struktural Pejabat Fungsional Pejabat Struktural 

dan Fungsional 

Tujuan Peningkatan Peningkatan Peningkatan 

Kompetensi Kompetensi Kompetensi 

(K-S-A) (K-S-A) (K-S-A) 

Sumber : Data diolah 

3. Analisis Lingkungan Strategis Pengembangan Somber Daya 

Manusia Aparatur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

Dalam analisis ini digunakan analisis SWOT yang mengkaji aspek 

lingkungan ekstemal yaitu Peluang dan Ancaman serta lingkungan internal 

yaitu kekuatan dan kelemahan. 
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a) Analisis Peluang Eksternal 

1) Komitmen Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah 

Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa angin segar bagi 

pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dimana daerah diberikan 

kewenangan yang lebih besar dalam mengurus diri sendiri, termasuk 

di dalamnya pengurusan aparatur Pegawai Negeri SipiL 

2) Tuntutan masyarakat agar Pegawai Negeri Sipil lebih meningkatkan 

profesionalismenya 

Semakin tingginya tuntutan dari masyarakat tmtuk menciptakan 

pemerintahan yang berkualitas dan bersih, menjadikan dorongan bagi 

Pemerintah Daerah menetapkan serangkaian kebijakan dalam 

perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai 

Negeri Sipil tmtuk lebih meningkatkan kualitas aparatur Pegawai 

Negeri SipiL 

3) DPRD yang semakin akomodatif 

Fungsi pengawasan badan legislatif daerah (DPRD) terhadap birokrasi 

pemerintah semakin intensif seiring dengan perkembangan tuntutan 

dan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD semakin kritis dalam 

mensikapi kebijakan-kebijakan yang diambil eksekutif, dimana 

kebijakan yang diambil hams lebih transparan. 

4) Perkembangan teknologi 

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi terutama dalam 

sistem teknologi informasi dan telematika yang di dalamnya 

mencakup internet dan web dapat dimanfaatkan dalam sistem 
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perencanaan pengembangan pegawai negeri sipil. Dalam mendukung 

perencanaan pengembangan sumber daya manusia tersebut diperlukan 

suatu birokrasi yang terbuka dan on line setiap saat, dimana dengan 

keadaan tersebut masyarakat dapat langsung mengakses informasi 

pemerintah secara efisien dan lebih transparan, hal terse but juga dapat 

menghemat waktu dan biaya. 

5) Terbukanya kesempatan untuk menjadi tenaga fungsional 

Saat ini telah ada beberapa peraturan yang memberikan peluang bagi 

pegawai untuk menjadi tenaga ftmgsional. Di antaranya terdapat 

ketentuan bahwa di setiap unit kerja hams memiliki jabatan fungsional 

perencana yang membuka peluang bagi pegawai untuk menjadi 

pejabat fungsional perencana. 

b) Analisis Ancaman Eksternal 

1 ) Masih adanya intervensi dari pemerintah tingkat atas 

Masih kuatnya wewenang pemerintah pusat dalam pengembangan 

sumber daya manusia di daerah, seperti penyesuaian pangkat karena 

pendidikan (BKN). 

2) Tidak tersedianya lapangan kerja setelah pensiun 

Kebijakan pensiun dini yang ditawarkan untuk penataan pegawai tidak 

mendapatkan respon dari pegawai karena ada ketakutan pegawai tidak 

memperoleh lapangan kerja pengganti. 
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3) Karakteristik masyarakat yang beraneka ragam 

Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang beraneka ragam 

menyebabkan banyak keinginan dan tuntutan yang berbeda saht sama 

lain apalagi dihubungkan dengan keadaan pembahan melalui arus 

reformasi yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. 

4) Pengaruh pihak luar dalam pengembangan pegawai 

Adanya pengamh dari pihak luar seperti DPRD dan pihak yang dekat 

dengan sumber kekuasaan dapat menjadi ancaman dalam 

pengembangan swnber daya man usia. Misalnya D PRD sebagai 

lembaga legislatif dalam penentuan kebijakan di daerah dapat 

mempengamhi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia 

aparatur Pegawai Negeri Sipil. 

5) Peraturan yang sering berganti 

Dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri 

Sipil sering kali terjadi penggantian peraturan. Contohnya bergantinya 

peraturan tentang stmktur organisasi perangkat daerah yang 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena adanya perampingan 

organisasi yang mengakibatkan terjadinya pembebasan jabatan. 

c) Analisis Kekuatan Internal 

1) Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas aparatur 

Pegawai Negeri Sipil 

Komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan dan melaksanakan 

pemerintahan yang bersih dan berkualitas, hanya akan terwujud 
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dengan dukungan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan 

memiliki dedikasi terhadap tugas yang diembannya. Komitmen ini 

terlihat dalam hal pengalokasian dana tmtuk pengembangan sumber 

daya manusia serta memberikan kesempatan kepada staf untuk 

mengikuti tugas belajar. 

2) Sarana dan prasarana yang memadai 

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia 

aparatur, sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat dinilai cukup mendukung, karena jmnlah yang 

dimiliki relatif memenuhi kebutuhan dan dari segi teknologi juga tidak 

ketinggalan, seperti tersedianya peralatan komputer dengan internet 

dan telefon. 

3) T ersedianya anggaran pengembangan sumber daya man usia 

Dalam anggaran setiap unit kerja dianggarkan dana pengembangan 

smnber daya manusia, yang bisa dimanfaatkan oleh pegawai untuk 

mengikuti diklat. Total belanja pengembangan sumber daya manusia 

yang ada dalam APBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahtm 2013 

adalah sebesar Rp. 1.016.477.700,- (Satu milyar enam belas juta 

empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). 

4) Tersedianya data base Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri 

Sipil, ketersediaan data yang valid merupakan hal yang mutlak dalam 

perencanaannya. Dalan1 hal ini Badan Kepegawaian Daerah selalu 
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memberikan dukungan dengan memberikan data-data pegawai yang 

terperinci. 

5) Tingginya minat pegawai untuk mengikuti diklat 

Tingginya minat pegawai untuk mengikuti diklat dapat dilihat dari 

setiap ada tawaran diklat yang datang, selalu banyak yang mendaftar. 

d) Analisis Kelemahan Internal 

1) Rendalmya kualitas pegawai 

Masih banyak pegawai yang belmn profesional dalam melaksanakan 

tugas. Hal ini disebabkan kurangnya keterampilan yang dimiliki dan 

rendalmya semangat kerja. 

2) Penilaian kinerja dan prestasi keija Pegawai Negeri Sipil sulit diukur 

Prestasi keija dan kinerja hanya diukur dari penilaian atasan langsung 

dan dari basil penilaian DP-3 yang sebenamya masih dipertanyakan 

keobyektifannya. 

3) Lemalmya pengawasan 

Pengawasan yang dilakukan selama ini lebih dominan pengawasan 

kepada masalah keuangan atau penggunaan anggaran. 

4) Kurang terjalinnya koordinasi an tar unit keija 

Fungsi manajemen stunber daya manusia yang dilaksanakan oleh unit 

keija yang terpisah merupakan suatu kendala dalam pelaksanaan 

pengembangan pegawai. 
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5) Kurangnya evaluasi pemanfaatan basil diklat 

Evaluasi dalam pelaksanaan tugas-tugas maupun basil tugas jarang 

sekali dilakukan dalam bentuk fonnal, evaluasi lebib ditonjolkan pada 

penggunaan anggaran, sebingga kegiatan yang sebenamya perlu 

diperbaiki terulang kembali pada kegiatan-kegiatan tabun selanjutnya. 

4. Matrik Faktor Strategi Ekstemal (Eksternal Strategic Factors Analysis 

Summary/EF AS) 

Matrik Faktor Strategi Ekstemal Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Aparatur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat dapat dilibat pada tabel berikut : 
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Tabel4.18. 

Matrik Faktor Strategi Eksternal Pengembangan Somber Daya 

Manusia Aparatur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat 

PELUANG 
Komitmen Pemerintah Pusat dalam 0,13 3 
pelaksanaan Otonomi daerah 

Tuntutan masyarakat agar PNS lebih 0,15 4 
meningkatkan profesionalismenya 

DPRD yang semakin akomodatif 0,10 3 

Perkembangan teknologi 0,07 4 

Terbukanya kesempatan untuk menjadi 0,08 4 
tenaga fungsional 

ANCAMAN 
Masih adanya intervensi dari pemerintah 0,10 2 

tingkat atas 

Tidak tersedianya lapangan kerja pasca 0,10 3 
pensiOn 

Karakteristik masyarakat yang beraneka 0,08 3 
ragam 

Pengaruh pihak luar dalam pengembangan 0,12 2 

pegawai 

Peraturan yang sering berganti 0,07 2 

TOTAL 1,00 

0,39 

0,60 

0,30 

0,28 

0,32 

0,20 

0,30 

0,24 

0,24 

0,14 

3,01 
Sumber : Data primer, diolah 

5. Matrik Faktor Strategi Internal (Internal Strategic Factors Analysis 

Summary/IF AS) 

Sedangkan Matrik Faktor Strategi Internal Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Aparatur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 197 

16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Tabel4.19. 

Matrik Faktor Strategi Internal Pengembangan Somber Daya 

Manusia Aparatur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat 

Kekuatan 
Komitmen Pemerintah Daerah untuk 

meningkatkan kualitas aparatur 

Sarana dan prasarana yang memadai 

Tersedianya anggaran pengembangan 

sumber daya manusia 

Tersedianya data Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintah Kab.Tanah Datar 

Tingginya minat pegawai untuk mengikuti 
diklat 

Kelemahan 

Penilaian kinerja dan prestasi kerja PNS 

sulit diukur 

Lemahnya pengawasan 

Kurang terjalinnya koordinasi antar unit 
kerja 

Kurangnya evaluasi pemanfaatan hasil diklat 

TOTAL 
Sumber: Data primer, diolah 

0,15 4 

0,12 3 
0,13 3 

0,10 3 

0,10 4 

0,15 1 

0,05 2 

0,08 2 

0,07 3 

0,05 2 

1,00 

Berdasarkan hasil penghitungan skor tabel EF AS dan IF AS di atas, 

diperoleh hasil koordinat (2,77 3,01) yang merupakan posisi 

pengembangan sumber daya manusta aparatur Pegawai Negri Sipil 

pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 
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6. Matrik Internal Eksternal 

Berdasarkan tabel IF AS dan EF AS di atas, dapat diketahui posisi 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengembangan sumber 

daya manusia aparatur sebagaimana tergambar dari Matrik Internal 

Ekstemal berikut : 

Tabel4.20. 

Matrik Internal Eksternal 

Total Skor Faktor Strategis Internal 

Kuat Rata-rata Lemah co 4,0 3,0 2,0 1,0 c:: .... 
I posisi saat ini ~~ Q) -C/) 

"0> ~ I II Ill w 0> 
c Pertumbuhan Pertumbuhan Penciutan .~ i= 

C) 
Q) 3,0 (2,77 : 3,01) -co .... -en ..c 
.... Cll IV v VI 0 0> - c Stabilitas Pertumbuhan Penciutan ~ Q) 

co c ::>tabilitas LL Q) 

.... ~ 
0 2,0 ~ 
en -co ..c - Cll VII VII IX 0 "0 
~ c Pertumbuhan Pertumbuhan Likuidasi Q) 

0::: 

1,0 

Dengan demikian posisi pengembangan sumber daya manusia aparatur 

Pegawai Negeri Sipil pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 

pada sel II, dengan Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal. Pada 

kondisi ini menghendaki Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

melakukan ekspansi dari kebijakan yang ada dalam pengembangan sumber 

daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan yang ada selama ini 
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telah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi untuk memperoleh sumber 

daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil yang lebih berkualitas. 

Matrik SWOT pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai 

Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 200 

16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 

Tabel4.21. 
Matrik SWOT Pengembangan Somber Daya Manusia Aparatur Pegawai 

Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Internal Strategic Factors 
Analysis Summary 

d) 

e) 
EFAS 

External Strategic 

IFAS 

Factor Analysis Summary 

Peluang/Opportunities 

a. Komitmen Pemerintal 

Pusat dalam pelaksanam 
Otonomi daerah 

b. Tuntutan masyarakat agaJ 
PNS lebih meningkatkar 

profesionalismenya 

c. DPRD yang semakir 

akomodatif 

d. Perkembangan teknologi 

e. Terbukanya kesempatar 

untuk menjadi tenag~ 

fungsional 

Ancamanffhreats 
a Masih adanya intervensi 

Pemerintah tingkat atas 

b. Karakteristik masyarakat 

yang beraneka ragam 

c. Pengaruh pihak luar dalam 

pengembangan pegawai 

d. Peraturan yang sering 

berganti 

Kekuatan/Strength 
1. Komitmen Pemerintah 

Daerah untuk 

meningkatkan kualitas 
aparatur 

2. Sarana dan prasarana yang 

memadai 

3. Tersedianya anggaran 

pengembangan sumber 

daya manusia 

4. Tersedianya data PNS di 

lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kobar 

5. Tingginya minat pegawai 

untuk mengikuti diklat 

Strategi SO 

1. Memanfaatkan 

tersedianya data PNS 

2. Mengembangkan jabatan 

fungsional 

3. Penerapan IT dalam 

pengembangan pegawai 

StrategiST 
1. Memanfaatkan sarana dan 

prasarana yang tersedia 

2. Memaksimalkan 

tersedianya anggaran 

pengembangan sumber 

daya manusia. 

3. Selektif dalam pemilihan 
diklat yang akan diikuti 

Kelemahan/W eaknesses 
1. Rendahnya kualitas 

pegawru 

2. Penilaian kinerja dan 

prestasi kerja PNS sulit 

diukur 

3. Lemahnya pengawasan 

4 . Kurang terjalinnya 

koordinasi unit kerja 

5. Kurangnya evaluasi 

pemanfaatan hasil diklat. 

Strategi WO 

1. Meningkatkan kualitas 

pegawru 

2. Memperbaiki sistem 

penilaian kinerja dan 

prestasi kerj a PNS 

3. Meningkatkan 

pengawasan 

Strategi WT 
1. Meningkatkan 

kemampuan dalam 

perencanaan. 

2 . Meningkatkan koordinasi 

antar unit kerja 

3. Meningkatkan evaluasi 

Sumber: Matrik EF AS dan IF AS, diolah 
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Berdasarkan Matrik SWOT tersebut, dapat dijelaskan strategi sebagai 

berikut: 

A. Strength dengan Opportunities (SO) 

Data-data yang ada dapat dijadikan pedoman dalam setiap 

pengambilan keputusan untuk melaksanakan suatu kegiatan sehingga 

hasil dari kegiatan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Kekuatan 

yang ada tersebut dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang yang 

muncul, berkaitan dengan keadaan tersebut maka strateginya adalah 

memanfaatkan tersedumya data Pegawai Negeri Sipil. 

Dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan mutu 

profesionalisme pegawai, tersedia peluang bagi pegawa1 untuk 

menduduki jabatan fimgsional. Tingginya minat pegawa1 untuk 

mengikuti diklat dapat memanfaatkan peluang terbukanya kesempatan 

untuk jabatan fimgsional dengan demikian strategi yang dapat 

dilakukan adalah mengembangkan jabatan fungsional 

Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini dimana setiap orang dapat 

berhubungan dengan dunia luar tanpa hambatan batas wilayah dapat 

menjadi peluang dalam hal pengembangan pegawai. Setiap pegawai 

dapat mengakses informasi yang dibutuhkan seperti data kepegawaian, 

peraturan kepegawaian dan lain-lain. Ketersediaan data secara on line 

dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam perencanaan dan 

pengembangan sumber daya manusia, maka strateginya adalah 

penerapan IT (Information Technology) dalam pengembangan 

sumber tlaya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil 
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B. Weaknesses dengan Opportunities (WO) 

Peningkatan kualitas aparatur Pegawai Negeri Sipil mempakan suatu 

hal yang mutlak hams dilakukan dalam menghadapi ams pembahan yang 

semakin cepat dan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja. 

Salah satu tuntutan dalam masyarakat agar Pegawai Negeri Sipil lebih 

meningkatkan profesionalismenya perlu respon yang baik dari 

pemerintah dengan suatu perencanaan pengembangan smnber daya 

manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil yang baik dan terarah sebagai 

upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melihat 

adanya peluang tersebut maka strateginya adalah meningkatktm kualitas 

pegawai. 

Dalam penilaian kinetja ini perlu adanya ukuran yang objektif, pasti 

dan transparan, untuk menciptakan kompetisi yang sehat antar pegawai 

dan untuk memperoleh pegawai yang memiliki kualitas dan semangat 

kerja tinggi. Melihat begitu pentingnya suatu penilaian yang baik, maka 

strateginya adalah memperbaiki sistem peni/aian kinerja dan prestasi 

kerja Pegawai Negeri SipiL 

Pengawasan yang baik akan meminimalkan kesalahan-kesalahan 

yang mungkin timbul dan akan menghilangkan tindakan yang 

menyimpang. Hal tersebut menjadi strategis karena manfaat yang 

dimilikinya sangat menunjang perencanaan dan pengembangan sumber 

daya manusia, maka strateginya adalah meningkatkan pengawasan. 
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C. Strength dengan Threats (ST) 

Pemerintah Daerah dihadapkan pada kenyataan bahwa belum 

maksimalnya pegawai di dalam penguasaan dan pemanfaatan alat 

teknologi yang ada, kecanggihan komputer dan perangkat pendukungnya 

menjadi tidak ada artinya apabila tidak ada yang mampu 

mengoperasionalkan secara maksimal. Keadaan yang demikian perlu 

ditanggapi secara baik dan responsif, karena akurasi dan kecepatan untuk 

memperoleh data dalam perencanaan pengembangan sumber daya 

manusia aparatur sangat dibutuhkan, dari penggunaan kekuatan dan 

pemanfaatan hambatan tersebut maka strateginya adalah memanfaatkan 

sarana dan prasarana yang tersedia. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kegiatan memerlukan anggaran 

agar dapat terlaksananya kegiatan tersebut. Begitu juga dalam 

perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai 

Negeri Sipil. Melihat besarnya kekuatan tersebut maka strateginya adalah 

memaksimalkan tersedianya anggaran pengembangan sumber daya 

manusia. 

Penggunaan anggaran perlu adanya skala prioritas dan tingkat 

kepentingan suatu kegiatan. Apabila efisiensi dan prioritas kegiatan tidak 

dijadikan dasar maka anggaran itu akan menjadi permasalahan tersendiri 

bagi pemerintah daerah dalam perencanaan kegiatan selanjutnya, dengan 

demikian strateginya selektif dalam pemilihan diktat yang akan diikuti. 
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D. Weaknesses dengan Threats (WT) 

Perencanaan merupakan bagian awal dari suatu kegiatan sehingga 

menjadi hal yang sangat vital dalam menunjang keberhasilan, maka 

strateginya adalah meningkatkan kemampuan dalam perencanaan. 

Pelaksanaan koordinasi yang baik akan meminimalkan ancaman

ancaman yang mungkin timbul seperti adanya intervensi dari pemerintah 

tingkat atas. Koordinasi yang tidak jalan akan mengacaukan perencanaan 

yang dibuat dan akhimya akan memberikan hasil yang tidak sesuai 

dengan tujuan, maka strateginya adalah meningkatkan koordinasi antar 

unit kerja. 

Evaluasi yang baik dapat menghindari ancaman akibat adanya 

pengaruh pihak luar dalam pengembangan SDM, sehingga strateginya 

adalah meningkatkan evaluasi. 
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Mengacu kepada pembahasan yang telah dikemukakan dapat diambil 

kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan 

pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil sangat 

kompleks, yang timbul baik dari faktor internal organisasi maupun dari faktor 

ekstemal organisasi, dapat ditarik kesimpulan : 

1. Bahwa pengembangan pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan 

pe1atihan akan betjalan dengan baik bilamana adanya komitmen dari 

semua pihak terkait, angggaran yang memadai, fasilitas yang 

mendukung, sumber daya aparatur yang mumptmi, serta adanya 

kebijakan dan pengaturan yang jelas dan tegas. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pe1aksanaan Pendidikan dan 

pelatihan Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Kotawaringin Barat 

berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2000 sudah betjalan 

dengan baik dan 1ancar namtm masih belwn betjalan secara maksima1 hal 

m1 disebabkan antara lain belwn dibuatnya pengaturan yang 

koperehensip, anggaran yang belwn memadai, falitas yang masih kurang, 

tenaga pengajar yang belwn mencukupi, masih kurangnya pemahahaman 

dari para pihak terkait akan pentingnya Pendidikan dan Pelatihan dan 

anggaran yang masih terbatas. 
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3. Mengacu pada kebijakan umun dan program pembangunan daerah di 

Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), maka strategi yang dilakukan dalam 

perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pegawai 

Negeri Sipil adalah dengan memaksimalkan tersedianya anggaran 

pengembangan sumber daya manusia dan selektif dalam pemilihan diklat 

yang akan diikuti dan perlu adanya Program Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Aparatur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat yang didukung dengan anggaran yang memadai. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, dapat dirumuskan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kemampuan dan keahlian Pegawai Negeri Sipil yang 

menangani perencanaan pengembangan pegawai bukan hanya dalam 

bidang manajerial saja tetapi juga dalam bidang teknis fungsional. Serta 

selektif dalam pemilihan pendidikan dan pelatihan yang akan diikuti oleh 

Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dapat memaksimalkan ketersedian 

anggaran umtuk pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil. 

2. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk melaksanakan 

pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 
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3. Perlu adanya perhatian alokasi dana anggaran untuk pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

4. Mengusulkan pembuatan aturan yang baku tentang sistem penilaian 

kinerja dan prestasi kerja pegawai negeri yang lebih obyektif dan terukur. 

5. Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan jumlah sampel dalam 

penelitian ini, disarankan pada peneliti selanjutnya mengadakan 

penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak dengan jumlah 

informan yang lebih banyak pula untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih menjangkau karakteristik masing-masing unit kerja. 
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Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 Tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 
Tingkat IV 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten 
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2008 Nomor 14) 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok 
dan Fungsi Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat 

Peraturan Bupati Kab Ktw. Barat Nomor 60 tahun 2009 tentang Tugas Belajar dan 
ljin belajar 

Rasyid, Muhammad Ryaas, Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik 
Orde Baru, YarsifWatampone, Jakarta, 1997 

Djamaluddin, M, Arief, Manajemen Strategis Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Dalam Pemerintahan Tinjauan dari Segi Organisasi dan 
Manajemen, Widya Praja Nomor 26 Tahun XVII - 1997 

Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University 
Press, Y ogyakarta, 1998 

Rangkuti, Freddy, Ana/isis SWOT Teknik Membedah Kmms Bisnis : Reorientasi 
Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21, PT. Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2000 
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Soeprapto, Riyadi, Cs, Pengembangan Sumber Daya Aparatur Daerah di Era 
Reformasi (Kasus Kabupaten Trenggalek), Jurnal Administrasi Negara Vol. 
I, September 2000 

Said, Ismail, Pemberdayaan Sumber Daya Pemerintah Ditinjau dari Sudut 
Hukum Kepegawaian, Anal isis Nomor 4, Oktober 2001 

Bryson John M., Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial, Pustaka Pelajar, 
Jakarta, 2001 

Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitat~{, PT. Remaja Rosdakarya, 
Bandung, 2002 

Ambar Teguh Sulistiyani & Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Graha 
Ilmu, Y ogyakarta, 2003 

Yuliawan, Candra, Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur 
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Tesis (Tidak dipublikasikan), 
Universitas Gajah Mada, 2003. 

Lembaga Administrasi Negara, SANKRI, Buku I Prinsip-prinsip penyelenggaraan 
Prinsip-prinsip Penyelengaraan Negara, Lembaga Administrasi Negara, 
Perum Percetakan Negara, Jakarta, 2003 

Siagian, Sondang P. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 
2004 

Petrison, Pelayanan Publik Memprihatinkan, Harian Umum Mimbar Minang, 
Sabtu, 30 Oktober 2004, hal 1 

Steedman, David, Cs, Civil Service Diagnostics and Road Map j(Jr Reform in 
Cluster 2 Region (West Sumatera), World Bank Republic of Indonesia, 
2005 

Thoha, Miftah, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Kencana Jakarta, 
2005 

Prof. Dr. H.R. Riyadi Soeprapto, MS, 2010, The Capacity Building For Local 
Government Toward Good Governance, Word bank 

Badan Kepegawaian Negara, Manajemen Kepegawaian, 2011 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara, 2011, Jakarta 

Sumber: W\\\V.kedaulatanrakvat.com/article.php")sid 96.:.1-14 Download tangga/10 
Maret 2014 

Sumber ww\\ .lfip.org englislvpdf/bali-seminar reformasi%) J() birokrasi 
Download tanggal I 5 Maret 2014 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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Rachmadi, Sinoeng N, Membangun Citra Birokrasi, 
Sumber: \\ \V\\ .suaramerdeka.com harian/0407 n9 opi04.htm Download 
tanggal 15 Maret 20 J.f 

Subamdi, Reji.Jrmasi Manajemen PNS : Mencegah Birokrasi Keranjang Sampah 
Sumber : \V\\\v.pikiranrakvat.com 0~+02 20 aJi.45.htm Download tanggal 
15 Maret 2014 

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II dan III 

Mahsun, Mohamad, Memperbaiki Kinerja Pemda Berbasis Peri/a/at, 

Mustopadidjaja, Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN, 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN 
PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS TERBUKA 
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418 

Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588 

Nama 

NIM 

Tempat dan Tanggal Lahir 

Registrasi Pertama 

Riwayat Pendidikan 

Riwayat Pekeijaan 

Alamat T etap 

No. Telp. I HP. 

BIODATA 

Joni Iskandar, SE 

018788207 

Pangkalan Bun, 22 Juni 1976 

2012.2 

Lulus SO di SON Inpres I P. Bun Tahun 1988 
- Lulus SMP di SMP 1 P. Bun Tahun 1991 
- Lulus SMA di SMU 1 Tahun 1994 
- Lulus S 1 di Fakultas Ekonomi S TIE Kerja 

Sarna Yogyakarta Tahun 2001 
Tahun 2006 s/d 2011 sebagai Pelaksana di 
Sekretariat Oaerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat. 

- Tahun 2006 s/d 2011 sebagai Pelaksana di 
Sekretariat Oaerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat. 

- Tahun 2011 sampai dengan 2013 sebagai Kasi 
Tata Pemerintahan Kelurahan Mendawai 
Pangkalan Bun 

- Tahun 2014 s/d sekarang sebagai Kasubag 
Kelembagaan Bagian Organisasi Sekretariat 
Oaerah Kab. Ktw. Barat 

: Jl. Pakunegara Gg. Mentawa No. 57 RT. 14 Kel. 
Raja P. Btm 

: 085249007441 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
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Lampiran 2 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN: 

1. Rujukan Peraturan Pusat dan juknis serta juklak pusat 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

UNIVERSITAS TERBUKA 

3. Dokumen Anggaran dan Anggran Perubahan Badan Kepegawaian dan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013. 

4. Dokumentasi terkait program Peningkatan Kapasitas Aparatur. 

PEDOMAN OBSERV ASI : 

1. Sarana dan prasarana dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur. 

2. Tuntutan masyarakat agar pns lebih meningkatkan profesionalismenya dalam 

Peningkatan Kapasitas Aparatur. 

3. Sarana pendukung lainnya yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

Dokumen DUK PNS, Daftar PNS Tugas Belajar, Susunan Organisasi. 

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 211 
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• Kurangnya Evaluasi 

• Dan lain-lain 

3. Apa saja peluang dengan dilaksanakannya pengembangan kapasitas aparatur 

pns tsb 

Misal: 

• Komitmen pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah 

• Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas aparatur 

pns di kobar 

• Tuntutan masyarakat agar pns lebih meningkatkan profesionalismenya 

• DPRD yang akomodatif 

• Perkembangan teknologi spt: IT 

• Dan lain-lain 

4. Apa saJa yang menjadi ancaman yang dapat menghambat peningkatan 

kapasitas aparatur pns tsb 

Misal: 

• Masih adanya intervensi pemerintah tingkat atas 

• Karakteristik masyarakat yang beraneka ragam 

• Tidak tersedianya lapangan kerja pasca pension 

• Dan lain-lain 
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BAOAN KESAT 1JAN BANGSA. POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

RE_KQr,1~Np_ASI fJ_I;_M_ELITIAN 
Nomor 300 I n'l I Kesbang 111/2014 

a Oasar Peraturan Pemeontah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan 
Keg•atan Peneht1an dan Peng~mbangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, 
Lembaga Penelthan dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang 
As•ng 

7 Peraturan Menten Oalam Negen Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pcnerb•tan Rekomendas• Penellt•an 
Pcraturan Gubernur Ka"mantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Pembenan lz•n Pone1tt1an 1 Penda:aan bagi setiap lnstansi Pemerintah 
rnaupun Non Pemennlah 

b Men•mbang Sural dar• Sdra JONI ISKANDAR, S.E, Nomor : lepas Tanggal Maret 2014 
Penhal Permohonan lz•n Peneht1an Program Pascasarjana Magister 
Adm•n•stras• Publtk Untvers1tas Tert>uka. 

Kopala Badan Kesatuan Bangsa Pohhk dan Perhndungan Masyarakat Kab. Kotawaringin Barat, 
memberikan rekomendas• kepada · 

a Nama I ObJek JONIISKANDAR, S.E. 
t .Ja~<J~arJTempat 1 

M.Jt1.JSISN;l Program PasUJsarJana Universitas Magister Administrasi Publik 
ll•Hvr•rs:tas TNbuka Palangka Raya NIM 018788207 

c Ur,;uK 1 Mel<tkukan Pongumpulan Odta Ponelitian untuk Keperluan Penyusunan Tugas 
Akh1r dengan Proposal berJudul "PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR 
PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT'' 

2 Lokas• Penehtie~n Pangkalan Bun 
3 Waktu I Lama Penelitian 3 ( Tiga ) Bulan, Oari Tanggal 26 Maret 2014 s/d 26 

Jun•2014 
4 B•dang Aparatur Pomerintah 

De•· ·' k !dll rekonwnd3s1 •rH d1buat unl11k d1gunakan seperlunya 

..•. " . 
. ··~~-1 .... ..... 

Gubemur Kal1mantan Tengatl 

Pangkalan Bun, 26 Maret 2014 

lJp Kepala Badan Kesatuan Uany~.d •J.tl> Poilt1k Prov Kalleng d1 P h'aya 

2 Bu;:>a:. r<otawanng1n Barat d• P Bur. 
3. Sekretans Oaerah Kab Kotawanng.n Uarat O• P tlun. 
4. Kepata Badan Kepegawa1an Oaerah Kao Kotawanng1n Barat d• P Bun 
5 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Kab Kobar 01 P.Bun . 
6 KepJ•J UPBJJ-UT Palangk:H.iy:l d1 P R:.~ya 

7 Mahas·~~.<J Yang t>ersangi<.,II;H• 

MAS 
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

SEKRETARIATDAERAH 
Jalan Sutan Syahrir No.2 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah 

Telp. (0532) 21126-23750, Fax. (0532) 21001-21016 

IJIN BELAJAR 
Nomor: 892/ lbH /BK.II 

Berdasarkan Surat Aslsten Direktur Bidang Akademlk Program Pasca Sarjana Universitas 
Terbuka, Nomor: 9291/UN31.4/UJ/2012, tanggal 04 Junl 2012 Perlhal Pengumuman Hasil Tes 
Masuk PPs-UT Masa Reglstrasl 2012.2 Tahap I dan Surat Pemohonan Ijin Belajar an. 
SYAHRUNI, S.Hut, dkk, setelah dltelitl persyaratan yang dlsampalkan dan sesual Surat Menter! 
Dalam Negerl Republlk Indonesia Nomor : 892/303/SJ, tanggal 9 Januart 1990 perlhal Petunjuk 
Pemberian Ijln Belajar bag! Pegawal Negerl Slpll, dan Peraturan Bupatl Kotawartngln Barat Nomor 
: 60 Tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 tentang pedoman pelaksanaan tLigas belajar dan ijin 
belajar bagl PNS dl Ltngkungan Pemerintah Kabupaten Kotawarlngln Barat, dengan lnl diberikan 
Ijin Belajar kepada : 

-...--
Semester Program 

i No Nama/Nlp/Gol Unit Kerja Tahun Studi/PTN/PTS I Akademik 
: 
11. ~YAHRUNI, S.Hut Kantor Penyuluhan 1/Il 5.2 Maglater 

19730815 199903 1 012 Pertanlan dan 2012/2013 Admlnlstrasl Publlk 
I Penata 'Tingkat I (III/d) Ketahanan Pangan Universitas 

I 
Kabupaten Terbuka. 

Kotawartngln Barat 
2. ISKANDAR, SP Dinas Pertanlan 1/ll 5.2 Magiater 

I 
19710908 199803 1 006 dan Peternakan 2012/2013 Adminlstrasi Publik 
Penata Ttngkat I (III/d) Kabupaten Universitas 

I Kotawarlngin Barat Terbuka. 
I 

3. lr. SURYATI Dlnas Pertanlan 1/11 5.2 Maglater 
J.9670205 199803 2 004 dan Petemakan 2012/2013 Admlnistrasl Publik 

I Pembina (N/a) Kabupaten Universitas 
I Kotawarlngln Barat Terb1.1ka. 
i ·--

4. HAlAR SUGIHANDOYO, SP Dlnas Pertanlan I/II 5.2 Maglater 
19850912 200803 1 001 dan Peternakan 2012/2013 Administrasl Publik 

\ Penata Muda Ttngkat I (III/b) Kabupaten Universitas 

I Kotawarlngln Barat Terbuka. 

--~--
i 5. dAi'-tBANG TEGUH SANTOSO, ST Badan Ungkungan I/ II 5.2 Magiater 
i 19721025 200003 1 002 Hidup Kabupaten 2012/2v13 Admlnlstrasi Publik 
' Penata nngkat r (III/d) Kotawarlngln Barat Universitas 
I Terbuka. 
i I 

i 6 I KETUT DJABAL WAHJUNIRAHMAN, RSUD Sultan 1.'11 5.2 Maglater 
S.KM Imanuddln 2012/2013 Adminlstrasl Publlk 
19690929 199203 1 013 Pangkalan Bun Universitas 

! 
Penata 'Tingkat I (III/d) Terbuka. 

! 7. NOVPRIDA AULINA PASARIBU, S.SI Kantor Penyuluhan I/ll 5.2 Maglater 
19841123 200802 2 001 Pertantan dan 2012/2013 Administrasi Publik 
Penata Muda 1ingkat I (lll/b) Ketahanan Pangan Universitas 

Kabupaten Terbuka. 
kotawarlnQin Barat 
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! 8. HAIRUNNISA, S.Hut Dinas Kehutanan I/II 5.2 Magiater 
I 19730423 200003 2 004 Kabupaten 2012/2013 Admlnlstrasl Publik 
I Penata Tingkat I (IIVd) Kotawaringln Barat Universitas 
I Terbuka. 

9. AHMAD RAFI'l, S.Hut Dinas Kehutanan 1/ll 5.2 Magiater 
1J820221 200501 1 005 Kabupaten 2012/2013 Adminlstrasl Publik 

1 Penata Muda Tingkat I (ni/b) Kotawaringin Barat Universitas 
I Terbuka. 

' 
I 

'. 10. ROSNI M~ S.Sos Kelurahan Raja I/ II 5.2 Magiater · 
' 19691016 200604 2 004 Seberang Kec. ANt 2012/2013 Admin!Gtrasi Publik 
I Penata Muda Tingkat I (III/b) Selatan Universitas 
i Terbuka. 
' 
I 11. LETUS KILAT MANTIKEI, SH Sekretarlat Daerah I/II 5.2 Maglater 
I 

1Q700910 199603 1 005 Kabupaten 2012/2013 Admlnlstrasl Publik \ 

I Penata Muda 11ngkat 1 (lll/b) Kotawaringln Barat Universitas 

! 
Terbuka. 

(12. JONI ISKANDAR, SE Ketura nan l/li 5.2 Maglater 
19760622 200604 1 013 Mendawal Kec. 2012/2013 Admlnlstrasl Publlk I 

! Penata Muda Tlngkat I {III/b) Arut Selatan Universitas 

I Terbuka. 
-----
dengan ketentuan : 

1. Ijin Belajar diberikan di luar jam kerja; 
2. 1idak mengganggu tugas-tugas kedinasan; 
3. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan; 
4. 1idak Menuntut Jabatan dan Pencantuman Gelar Kccuall Formasl Memungklnka.n. 
s. Berlaku hanya l (satu) tahun ajaran dan apablla dlperlukan dapat mengajukan Perpanjangan 

Ijln Belajar dlmaksud. 

Demikian Ijin Bela).ar lni dibuat untuk dapat dipergunakan sebagalmana mestinya. 

DITETAPKAN DI 
PAPA TANGGAL 

PANGKALAN BUN 
~g SEPTEMBER 2012 

Pit. SEKRETARIS DAERAH 

t<ABU,PATEN_ KOTAWARINGIN BARAT 
·.:.---- ....... '·'. ·, 

-~---.·' 
··-- .. -...... __ 

I ... 
! . : . . 

I ' - . .:;_ :_:_ ___ :_ __ 

\·~\ ,' I. MASRAOIN S.H MH 
\ ·"'-. . / , ' 
'·.· ·-·----P.emblna Utama Muda 

··-, :_· .NtP.-19620401198903 1 015 
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BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PERPANJANGAN IJIN BELAJAR 

NOMOR : 892/1.~00· IIJK.II. 

Berdasarkan Surat darl Koordlnator Mahaslswa Program Pasca Sarjana (S-2) Magister 
Admlnlstrasl Publlk (MAP) Universitas Terbuka tanggal 01 Oktober 2013 perihal Permohonan 
Perpanjangan Ijln Betajar A.n. SYAHRUNI, S.Hut dkk (12 orang), setelah diteliti persyaratan yang 
disampaikan dan sesual Peraturan Menter! Dalam Negerl Republlk Indonesia Nomor : 34 Tahun 
2012 tanggal 20 April 2012 tentang Pemberlan Ijln Belajar dan Kenalkan Pangkat Penyesuaian 
Ijazah Pegawal Negerl Slpll dl Llngkungan Kementerlan Dalam Negerl dan Peraturan Bupati 
Kotawarlngln Barat Nomor : 60 Tahun 2009 tanggal 31 Oktober 2009 tentang pedoman 
pelaksanaan tugas belajar dan ljln belajar bagl PNS dl Ungkungan Pemerlntah Kabupaten 
KJtawarlngln Barat, maka dengan lnl dlberlkan Perpanjangan Ijln Belajar kepada : 

1. Nama SYAHRUNI, S.Hut 

NIP 19730815 199903 1 012 

Pangkat/ Gol. Penata Tk.I (In/d). 

Jabatan Kasl Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Tata Penyutuhan 

Perkebunan dan Kehutanan. 

Unit Kerja Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan. 

2. Nama ISKANDAR, SP 

NIP 19710908 199803 1 006 

Pangkat/ Got. Penata Tk.I (In/d). 

Jabatan Kasl Pengembangan Produksi Pertanian TPH. 

Unit Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan. 

3. Nama Ir. SURYAn 

NIP 19670205 199803 2 004 

Pangkat/ Gol. Pembina ('N/a) 

Jabatan Kabld Pengembangan Produksi Pertanlan. 

Unit Kerja Dlnas Pertanlan dan Petemakan. 

4. Nama HAJAR SUGIHANDOYO,SP 

NIP 19850912 200803 1 001 

Pangkat/ Got. Penata Muda Tk.I (In/b) 

Jabatan Pelaksana 

Unit Kerja Dlnas Pertanlan dan Petemakan. 

D ,_fllDANG D1KLA1'20\i'.Pcngc:mb:mgan Dlk1at20D\2. IJIN BELAJAR 201JH. PERPANJANGAN UrN BFLAJAR\NRSkah Pttpnnjgro lzlt!kl '12 .. doc 
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's. Nama I KETUT DlABAL WAHJUNIRAHMAN, SKM 

NIP 19690929 199203 1 013 

Pangkat/ Gol. Penata Tk..I (ill/d). 

Jabatan Kasl Penunjang Pelayanan Non MediK. 

Unit Kerja RSUD Sultan Imanuddin Pangkaian Bun 

6. Nama NOVRIDA AULINA PASARIBU, S.SI 

NIP 19841123 200802 2 001 

Pangkat/ Goi. Penata Muda Tk.I (ID/b) 

Jabatan Pelaksana 

Unit Kerja Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan. 

7. Nama HAIRUNNISA, S.Hut 

NIP 19730423 20003 2 004 

Pangkat/ Gol. Penata Tk.I (ill/d). 

Jabatan Kasl Pemblnaan Hutan Kemasyarakatan Bldang RRLHK. 

Unit Kerja Dlnas Kehutanan. 

8. Nama AHMAD RAFI'I, S.Hut 

NIP 19820221 2005011 005 

Pangkat/ Gol. Penata (III/c) 

Jabatan Peiaksana 

Unit Kerja Dlnas Kehutanan. 

9. Nama ROSNI MUTIA, S.Sos 

NIP 19691016 200604 2 004 

Pangkat/ Gol. Penata MudaTk.I (III/b) 

Jabatan Kasi Pelayanan Umum 

Unit Kerja Kelurahan Raja Seberang. 

10. Nama LETUS KILAT MANTIKEI, SH 

NIP 19700910 199603 1 005 

Pangkat/ Gol. Penata MudaTk.I (III/b) 

Jabatan Pelaksana 

Unit Kerja Sekretariat Daerah. 

11. Nama lONI ISKANDAR, SE 

NIP 19760622 2006041 013 

Pangkatt Gol. Penata MudaTk.I (III/b) 

Jabatan Kasl Tata Pemerlntahan 

Unit Kerja Keiurahan Mendawai. 

0 \_BtDANG DIKLA1'20I:l'.Pengtmtnangaa01klllt 2013\1. IJINB!t.AJAR2013\l. PERPANJANOAN fJINBI!l..A.I.U\Nasllah ~ ltn8tl't2 doc 
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BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 60 TAHUN 2009 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAlAR DAN IJIN BELAJAR 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

Menlmbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya 
aparatur di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Kotawarlngln 
Barat perlu dlatur Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan 
Ijln Belajar di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 
Barat; 

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Ungkungan Pemerintah Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Oarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tlngkat II dl Kalimantan (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagal 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubfik 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041), sebagalmana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia No 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentlan Pegawal Negeri Sipll (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawal Negerl Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3176); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenalkan Pangkat Pegawai Negeri Sipll (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun Nomor 4017), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republlk Indonesia Nemer 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4193); 

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendldlkan dan Pelatlhan Pegawai Negeri Sipll (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan 
Lembaran Republlk Indonesia Negara 4910 

9. Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 9 tahun 
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemlrdahan, dan 
Pemberhentian Pegawal Negeri Slpll (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang 
menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 
Nomor 14); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 
Tahun 2008 tentang Organlsasl dan Tata Kerja Inspektorat, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Nomor 4). 

16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Menetapkan 

- 3 -

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPAn TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
TUGAS BELAJAR DAN DIN BELAJAR BAGI PEGAWAI 
NEGERI SIPIL Dl UNGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. 

BAB I 

KErENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupatl lni yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawarlngin Barat; 

2. Pemerlntah Oaerah adalah Bupatl Kotawarlngln Barat beserta Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat; 

4. Badan Kepegawatan adalah Badan Kepegawalan Kabupaten Kotawaringin 
Barat; 

s. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dlsebut SKPD adalah Unit 
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemertntah Kabup~ten Kotawarlngin 
Barat; 

6. Pegawal Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil 
Daerah dl Llngkungan Pemerlntah Kabupaten Kotawarlngln Barat yang gajinya 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APSD) Kabupaten 
Kotawaringin Barat; 

7. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedlnasan oleh pejabat yang 
berwenang kepada PNS di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 
Barat untuk melanjutkan ke jenjang pendidlkan formal yang leblh tinggi; 

8. Ijin Belajar adalah ljln yang dtberlkan oleh pejabat yang berwenang kepada 
PNS yang lngln menlngkatkan pendidlkan ke jenjang pendidikan formal yang 
lebih tlnggi; 

9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan 
Keputusan Tugas Belajar dan atau Keputusan Ijin Belajar; 

10. Relevansl Tugas adalah kesesualan antara tugas pokok dan fungsl pada unit 
kerja/ Instansi dengan jurusan/ program studi/ konsentrasi pendidlkan formal 
yang akan dltempuh; 

11. Jenjang Pendidlkan adalah tingkat pendldlkan formal yang lebih tinggi untuk 
peningkatan pendldlkan; 

12. Program belajar jarak jauh adalah program belajar yang dilaksanakan oleh 
lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

13. Kelas Jauh adalah program belajar ~·ang proses pembelajaran/ 
penyelenggaraan pendidlkannya dlselenggarakan dl luar kampus yang tidak 
sesual dengan ketentuan yang berlaku; 

14. Ijazah adalah tanda buktl tertulis yang menunjukan seseorang telah berhasil 
lulus menempuh dan menyelesalkan pendldlkan pada jenjang tertentu; 
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15. Akreclitasi adalah penilalan yang dilakukan oleh Tim/ Lembaga tertentu yang 
ditunjuk pemerintah untuk memberikan penilalan kepada sekolah/ lembaga 
tersebut untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan 
standar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB II 

TUGAS BELAJAR 

Baglan Pertama 
Umum 

Pasai 2 

( 1) Tugas Belajar dlberlkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sumber 
daya aparatur yang menguasai llmu pengetahuan dan teknologi untuk 
menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada suatu SKPD. 

(2) Pemberlan Tugas Belajar kepada PNS dldasarkan atas anallsa kebutuhan yang 
dltuangkan dalam rencana kebutuhan pendldtkan setiap SKPD. 

(3) Rencana kebutuhan pendldlkan setlap SKPD dapat dlusulkan setlap tahun 
kepada Bupatl melalul Kepala Badan Kepegawaian, yang selanjutnya dijadlkan 
bahan untuk penyusunan Program Pembinaan dan Peningkatan Aparatur. 

Pasal 3 

(1) PNS yang akan menglkutl program Tugas Belajar harus mengajukan 
permohonan kepada Kepala SKPD maslng-maslng. 

(2) Kepala SKPD meneruskan permohonan tersebut kepada Bupati melalui Kepala 
Badan Kepegawalan, yang selanjutnya akan dlbahas dalam tim seleksi. 

(3) Tugas Belajar akan diberlkan oleh Bupatl keiJada PNS yang berminat dan 
memenuhl persyaratan yang telah dltetapkan, setelah mendapat pertlmbangan 
yang diusulkan oleh Tim Seleksl. 

(4) Tim Seleksi sebagaimana yang dlmaksud pada ayat (3) dltetapkan oleh Bupati. 

Baglan Kedua 
Persyaratan Tugas Belajar 

Pasal 4 

Persyaratan untuk mengikutl Tugas Belajar sebagal berikut : 

a. Berstatus Pegawal Negerl Slpll (PNS); 

b. Daftar Penllalan Pekerjaan Pegawal Negerl Sipll (DP3) selama 2 (dua) tahun 
terakhlr dengan nllai setlap unsur sekurang-kurangnya "Balk"; 

c. Sehat Jasmanl dan rohanl dan bebas narkoba berdasarkan Surat Keterangan 
Dokter Pemerlntah; 

d. 11dak sedang dalam proses hukum penanganan kasus, sedang menjalani 
hukuman, dan atau pernah dijatuhi hukuman dlsiplin PNS pada tinykat sedang 
dan atau berat; 
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e. Pendldikan/ Ijazah, usia dan pangkat/ golongan ruang serta masa kerja : 

1. Sekolah Menengah Umum/ Sekolah Menengah Kejuruan/ Diploma Satu (D.I)/ 
sederajat bagl PNS yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan Diploma 
Tiga (D.III), Diploma Empat (D.IV), Strata Satu (5.1) atau sederajat, dengan 
nllal rata-rata Ijazah seredah-rendahnya 6,5 (enam koma lima), usia setinggi
tlngginya 25 (dua puluh lima) tahun, pangkat/ golongan ruang serendah
rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (11/b); 

2. Diploma Dua (D.II)/ sederajat bagi PNS yang akan melanjutkan ke jenjang. 
pendldlkan Diploma Tiga (D.III), Diploma Empat (D.IV), Strata Satu (S.1) 
atau sederajat dengan Indeks Prestasl Kumulatlf (IPK) 2,50 (dua koma lima 
puluh), usia setlnggl-tingginya 30 (tlga puluh) tahun, pangkat/ golongan 
ruang serendah-rendahnya Pengatur (11/c); 

3. Diploma Tlga (D.III)/ sederajat bagl PNS yany akan melanjutkan ke jenjang 
pendldlkan Diploma Empat (D.IV), Strata Satu (S.1) atau sederajat dengan 
Indeks Prestasi Kumuiatif (IPK) 2,50 (dua koma lima puluh), usia setinggi
tinggiDya 30 (tiga puiuh) tahun, pangkat/ golongan ruang serendah
rendahnya Pengatur Tingkat I (11/d); 

4. Strata Satu (S.l)/ Diploma Empat (D.IV)/ sederajat bagi PNS yang akan 
melanjutkan ke jen~ang pendldlkan Strata Dua (S.2) atau sederajat dengan 
Indeks Prestasl Kumulatlf (IPK) 2,75 (dua koma tujuh puluh lima), usia 
setinggl-tlngginya 35 (tiga puluh lima) tahun, pangkat/ golongan ruang 
serendah-rendahnya Penata Muda Tlngkat I (III/b); 

5. Pasca Sarjana (5.2)/ sederajat bagl PN5 yang akan melanjutkan ke jenjang 
pendidlkan Doktor (5.3) atau sederajat dengan Indeks Prestasi kumulatif 
(IPK) 3,25 (tiga koma dua puluh lima), usia setlnggi-tingginya 40 (empat 
puluh) tahun, pangkat/ golongan ruang serendah-rendahnya Penata (III/c); 

f. Bersedla mengabdl dl Kabupaten Kotawaringin Barat sampai pensiun sebagai 
PNS 

Pasal 5 

Setiap Kepala SKPD yang akan mengajukan usul PNS Tugas Belajar harus 
melamplrkan : 

a. Surat permohonan yang bersangkutan; 

b. Surat Rekomendasi dari Kepala 5KPD/ Pimpinan Instansi. 

c. Foto copy 5K Pangkat terakhir yang dilegalislr; 

d. Foto copy 5K Jabatan terakhlr yang dllegallslr (bagl yang menduduki jabatan); 

e. Foto copy Ijazah terakhir dan transkrlp nilal yang dilegalisir; 

f. 5urat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah; 

g. Foto copy Daftar Penllalan Pekerjaan Pegawal Negeri Sipil (DP3) selama 2 (dua) 
tahun terakhir dengan nllal setiap unsur sekurang-kurangnya "Balk"; 

h. Daftar Riwayat Hidup (DRH); 

i. Surat Pernyataan tldak sedang dalam proses hukum penanganan kasus, sedang 
menjalanl hukuman, dan atau pernah dljatuhi hukuman dlsiplin PNS pada tlngkat 
sedang dan atau berat darl Kepala SKPD; 

j. Surat Pernyataan tldak menggangu kedlnasan; 

k. Surat Persetujuan dari suami atau istri (bagi yang berkeluarga); 
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1. Surat pernyataan bersedla mengabdl dl Kabupaten Kotawaringin Barat sampai 
dengan penslun sebagal PNS. 

Baglan Ketlga 
Hak dan Kewajlban PNS Tugas Belajar 

Pasal6 

PNS Tugas Belajar berhak : 

a. Mendapatkan gaji dan penghasilan lalnnya, kenaikan gaji berkala, kenaikan 
pangkat sesuai ketentuan yang berlaku; 

b. Mendapat bantuan dan tunjangan biaya pendldikan selama Tugas Belajar yang 
besarnya sesual dengan ketentuan yang berlaku, kecuali yang biayanya 
dlbebankan melalui APBN, bea slswa dart dalam atau luar negeri hanya dapat 
dlberikan untuk hal-hal tertentu dengan mempertimbangkan keuangan 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 7 

PNS Tugas Belajar diwajibkan: 

a. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Bupati; 

b. Mentaati ketentuan peraturan disiplin PNS; 

c. Mentaati semua peraturan yang berlaku dl Perguruan Tinggi; 

d. Mengikutl keglatan perkuliahan sesuai jurusan/ program studi yang telah 
dltetapkan, serta tidak boleh plndah dan atau menambah jurusan/ program studi 
lainnya; 

e. Menyampalkan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) tlap semester kepada Bupati 
melalui Kepala Badan Kepegawaian dengan melamplrkan : 

- Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) yang dilegalislr; 
- Foto Copy Kartu Tanda Mahaslswa (KTM) yang dllegalisir; 
- Foto Copy Kartu Rencana Studl (KRS) yang dilegalisir; 

f. Menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar. 

Bagian Keempat 
Penghentian dan Pencabutan Tugas Belajar 

Pasal8 

Pemerintah Daerah berhak menghentikan/ mencabut pemberian Tugas Beiajar 
apabila yang bersangkutan : 

a. Meninggal dunia; 

b. Saklt yar.g berdasarkan S•Jrat Keterangan darl Tim Dokter Pemerintah dinyatakan 
tidak mampu menyelesalkan Tugas Belajar; 

c. Dikeluarkan dari Perguruan Tlnggi karena melakukan perbuatan melanggar 
ketentuan yang diatur oleh Perguruan Tlnggl; 

d. Tidak menyampalkan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) kepada Bupatl selama 2 
(dua) semester berturut-turut; 

e. Bekerja pada Instansi lain tanpa persetujuan Bupatl; 

f. Tidak dapat memenuhl ketentuan sebagalmana dlmaksud d:)lam Pasal 7. 
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Baglan Kellma 
Batas Waktu dan Perpanjangan Tugas Belajar 

Pasal9 

(1) Batas waktu dan perpanjangan Tugas Belajar diberikan untuk : 

a. Tugas Belajar dari penclidikan SLTA/ Sederajat ke jenjang pendidikan Diploma 
III (D.III)/ Sederajat dlberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat. 
diperpanjang makslmal1 (satu) tahun. 

b. Tugas Belajar dart pendldikan SLTA/ Sederajat, Diploma Satu (D.I) ke jenjang 
pendldlkan Strata Satu (S.1), Diploma Empat (D.IV)/ sederajat dlberlkan 
untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat dlperpanjang maksimal 1 
(satu) tahun. 

c. Tuga.; Belajar dari pendidikan Diploma Dua (D.II) ke jenjang pendidikan 
Strata Satu (S.1), Diploma Empat (D.IV)/ sederajat diberikan untuk jangka 
waktu 3 (tlga) tahun, dan dapat dlperpanjang maksimal 1 (satu) tahun. 

d. Tugas Belajar dart pendldikan Diploma Tlga (D.III)/ sederajat ke jenjang 
pendldlkan Strata Satu (S.1), Diploma Empat (D.IV)/ sederajat dlberlkan 
untuk jangka waktu 1,5 (satu setengah) tahun, dan dapat dlperpanjang 
makslmal6 (enam) bulan. 

e. Tugas Belajar dart pendidlkan Strata Satu (S.1), Diploma Empat (D.IV)/ 
sederajat Ke jenjang pendldlkan Pasca 5arjana (S.2) diberlkan untuk jangka 
waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal1 (satu) tahun. 

f. Tugas Belajar dari pendidikan Dokter, Apoteker ke jenjang pendidikan 
Speslalls I dlbP.rlkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat 
dlperpanjang makslmal1 (satu) tahun. 

g. Tugas Belajar dart pendidlkan Pasca 5arjana (S.2) ke jenjang pendidikan 
Doktor (5.3) dlberlkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat 
dlperpanjang maksimal 1 (satu) tahun. 

h. Tugas Belajar dart pendldikan Speslalls I ke jenjang pendldlkan Speslalls II 
dlberikan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dan dapat dlperpanjang 
maksimal 1 (satu) tahun. 

(2) Batas waktu tugas belajar diberikan sesuai batas waktu pendidikan yang telah 
ditentukan oleh Pemerlntah Daerah dan dapat diperpanjang dengan 
mempertlmbangkan alasan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, 
bukan karena kelalalan yang bersangkutan. 

(3) Selama jangka waktu perpanjangan tldak lagl dlberlkan bantuan hiaya Tugas 
Belajar. 

Baglan Keenam 
Sanks I 

Pasal10 

(1) PNS Tugas Belajar yang melanggar ketentuan Pasal 7 akan dikenakan sanksi 
pencabutan Keputusan Tugas Belajar. 

(2) PNS yang mendapat sanksl sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) wajlb 
mengemballkan dana sebesar 5 (lima) kall llpat darl seluruh blaya pendidlkan 
yang telah dlterlma. 

16/41783.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



- 8-

(3) Dikecualikan terhadap ketentuan ayat (2) adalah bagi PNS yang dicabut Tugas 
Belajar karena yang bersangkutan meninggal dunia dan atau sakit yang tidak 
bisa disembuhkan sehingga tidak mampu meneruskan Tugas Belajarnya 
berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Dokter Pemerintah. 

Baglan Ketujuh 
Mengakhirl Tugas Belajar 

Pasalll 

PNS yang telah selesal dan lulus dari Tugas Belajar segera kembali dan melaporkan 
diri kepada Bupatl melalul Kepala Badan Kepegawaian dengan membawa Surat 
Pengemballan dari Perguruan Tinggl yang bersangkutan. 

Pasal 12 

PNS yang telah selesal dan lulus darl Tugas Belajar sebagaimana Pasal 13 akan 
dlterbltkan Keputusan Bupati tentang Penempatan yang bersangkutan pada SKPD 
sesuai disiplin ilmu yang diperolehnya. 

Bagian Kedelapan 
Biaya Tugas Belajar 

Pasal 13 

Blaya Tugas Belajar dlbebankan pada Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Kotawarlngln Barat dan sumber dana lain yang sah dan tldak 
mengikat. 

BAB III 

UlN BELAJAR 

Bagian Pertama 
Umum 

Pasal14 

Ijin Belajar dapat diberikan secara selektif kepada PNS yang memenuhi persyaratan. 

Pasal15 

Ijin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal14, harus mempertimbangkan : 

a. Keterkaltan antara pendldlkan yang dltempuh dengan tugas pokok fungsi atau 
formasl pada SKPD; 

b. Pendldikan dllaksanakan di luar jam kantor/ kerja dan tidak mE'ngganggu 
pelaksanaan tugas pokok kedinasan; 

c. Status kelembagaan pendldikan yang dituju harus sudah mendapatkan ijin 
operasional dari Menteri Pendldikan Naslonal/ terakreditasi sesuai peraturan 
perundang-undangan yg berlaku. 
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Pasal 16 

(1) PNS yang akan meningkatkan pendldikan melalui Ijin Belajar harus mengajukan 
permohonan kepadn Kepala SKPD maslng-masing dan Kepala SKPD meneruskan 
kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, yang selanjutnya akan 
dibahas dalam Tim 5eleksi. 

(2) Ijin Belajar diberikan oleh Bupatl kepada PNS yang bermina~ dan memenuhi 
persyaratan yang telah dltetapkan, setelah mendapat pertimbangan dari Tim 
Seleksi. 

(3) Ijin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diajukan sebelum PNS 
mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi. 

(4) Ijln belajar dlberlkan mulal semester pertama pendldlkan untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun dan selanjutnya dlberikan perpanjangan untuk setiap tahun sesuai 
jangka waktu pendidikan yang dltempuh. 

(5) Untuk perpanjangan Ijln Belajar harus dlajukan oleh yang bersangkutan melalui 
Kepala 5KPD dengan melamplrkan : 

a. Kartu Hasil 5tudl (KH5); 
b. 5urat Keterangan Aktlf Kullah darl Perguruan Tinggi; 
c. Keputusan Ijin Belajar sebelumnya. 

Pasal 17 

Pemberlan ljln belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), tidak dapat 
diberikan jika permohonan dlsampalkan pada saat PN5 sudah menjalani pendidikan. 

Baglan Kedua 
Persyaratan Ijin Belajar 

Pasal18 

Persyaratan Ijin Belajar adalah : 

a. Berstatus Pegawai Negeri 5ipil (PNS); 

b. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri 5ipil (DP3) selama 2 (dua) tahun 
terakhlr dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya "Balk"; 

c. Tldak sedang dalam proses hukum penanganan kasus; 

d. Pendidikan/ Ijazah, usia dan pangkat/ golongan ruang serta masa kerja : 

1. Melanjutkan pendldikan dari SD atau sederajat ke SL TP a tau sederajat, 
dengan pangkat/ golongan serendah-rendahya Juru Muda Tingkat I (I/b); 

2. Melanjutkan pendidikan dari 5LTP atau sederajat ke 5LTA atau sederajat, 
dengan pangkat/ golongan serendah-rendahya Juru (I/c); 

3. Melanjutkan pendidikan dari SLTA atau sederajat atau Diploma Satu (D.I) ke 
Diploma Tlga (D.III) atau Diploma Empat (D.IV) atau 5arjana (5.1) atau 
sederajat, dengan pangkat/ golongan ruang serendah-rendahya Pengatur 
Muda Tingkat I (II/b); 

4. Melanjutkan pendldikan dart Diploma Dua (D.II) atau sederajat ke Diploma 
Empat (D.IV) atau 5arjana (5.1) atau sederajat, dengan pangkat/ golongan 
ruang serendah-rendahya Pengatur (II/c); 
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5. Melanjutkan pendidikan dari Diploma Tiga (D.III) atau sederajat ke Diploma 
Empat (D.IV) atau Sarjana (5.1) atau sederajat, dengan pangkat/ golongan 
ruang serendah-rendahya Pengatur Tlngkat I (II/ d); 

6. Melanjutkan pendidikan dari Diploma Empat (D.IV) atau Sarjana (5.1) atau 
sederajat ke Pascasarjana atau sederajat, dengan pangkat/ golongan ruang 
serendah-rendahya Penata Muda Tingkat I (III/b); 

7. Melanjutkan pendidikan dari Pascasarjana (5.2) atau sederajat ke Doktor 
(5.3) atau sederajat, dengan pangkatt golongan ruang serendah-rendahya · 
Penata (III/c); 

e. Bersedla mengabdl dl Kabupaten Kotawarlngln Barat sampal penslun sebagai 
PNS 

Pasal 19 

Kepala SKPD yang akan mengajukan usul ljin Belajar PNS di lingkungannya harus 
melampirkan : 

a. Surat permohonan yang bersangkutan; 

b. Foto copy SK Pangkat terakhlr yang dllegallslr; 

c. Foto copy SK Jabatan terakhlr yang dllegallslr (bagi yang menduduki jabatan); 

d. Foto copy Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir; 

e. Foto copy sah Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) selama 2 
(dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang- kurangnya "Baik/~ 

f. Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses hukum penanganan kasus dari 
Kepala SKPD; 

g. Surat pernyataan bersedla mengabdi dl Kabupaten Kotawaringin Barat sampai 
penslun sebagal PNS. 

Ijin Belajar dapat dicabut apabila : 

Baglan Ketlga 
Sanksi 

Pasal 20 

a. Pendldikan dilaksanakan pada jam kantor/ kerja; 

b. Melakukan pelanggaran dislplln PNS dan sudah memiliki kekuatan hukum yang 
tetap; 

c. Dlkeluarkan darl tempat pendidlkannya. 

Bagian Keempat 
Program Belajar Jarak Jauh 

Pasal 21 

PNS hanya dapat diberikan Ijin Belajar pada Program Belajar Jarak Jauh Universitas 
Terbuka (LIT) dan Perguruan Tlnggl lalnnya yang telah mendapatkan ijin 
penyelenggaraan dari Menter! Pendidlkan Nasional dan tldak dibenarkan mengikuti 
pendldlkan Kelas Jauh dalam bentuk apa pun, atau Perguruan Tinggi tersebut belum 
mendapatkan ljln penyelenggaraan dari Menter! Pendidikan Nasional. 
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Bagian Kelima 
Penyesuaian Ijazah dan Pengakuan Gelar Akademis 

Pasal 22 

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan ijln belajar tidak menuntut penyesuaian 
ijazah sesuai jenjang pendidlkan yang diperolehnya, kecuali apabila formasinya ada 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 23 

PNS yang telah menyelesalkan pendidikan Ijln Belajar dapat dlberikan pengakuan 
gelar akademis. 

BAB IV 

KETENTUAN IJ\IN-IJ\IN 

Pasal 24 

Terhadap PNS yang karena adanya tuntutan Undang-Undang atau Peraturan 
Pemerlntah harus menlngkatkan pendldlkannya (penyetaraan) dapat diberikan Ijin 
Belajar dengan ketentuan sebagai berlkut : 

a. lldak meninggalkan tugas pokok; 

b. Waktu perkuliahan dlsesualkan dengan waktu yang telah dltetapkan. 

BABV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 25 

Keputusan Tugas Belajar dan Keputusan Ijin Belajar yang dikeluarkan oleh Bupati 
atau Pejabat yang dltunjuk dan telah diberikan kepada PNS sebelum ditetapkannya 
Peraturan Bupatl inl dlnyatakan tetap berlaku. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati inl, maka semua ketentuan/ peraturan yang 
mengatur tentang Tugas Belajar dan Ijln Belajar yang bertentangan dengan 
Peraturan Bupatl lnl dlnyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 27 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pacia tanggal 31. Oktober 2009 

RISDAERAH 
AWARINGIN BARAT, 

Drs. A. RIDUANSYAH H, M.Si 
NIP. 19551010 1979011 004 

Dltetapkan dl Pangkalan Bun 
pada tanggal :·~ Oktober 2009 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

( ···-----==---:> 
"" .,/" 

H. U~G ISKANDAR, ST, M.Si 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
TAHUN 2009 NOMOR r:;o 
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